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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62/M-DAG/PER/8/2017
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa ketentuan mengenai tata mnaskah dinas
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Perdagangan Nomor 702/M-DAG/KEP/9/2011 tentang
Pedoman Administrasi Umum Kementerian Perdagangan
sudah tidak sesuai dengan pedoman umum tata naskah
dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Arsip
Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan untuk melakukan
penyesuaian terhadap penataan organisasi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan, perlu mengatur
kembali Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian Perdagangan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang
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Mengingat

Menetapkan

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Kementerian Perdagangan;

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

S. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);

0. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pedoman Penggunaan Kertas Untuk Arsip

Dokumen Permanen;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERDAGANGAN.

Pasal 1
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian
Perdagangan  dimaksudkan sebagai pedoman  dalam
pengelolaan naskah dinas di lingkungan Kementerian

Perdagangan.

Pasal 2
(1) Pedoman Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 terdiri atas:
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Pendahuluan;

o P

Jenis dan Format Naskah Dinas;
c. Pembuatan Naskah Dinas;
d. Pengamanan Naskah Dinas;
e. Kewenangan Penandatanganan; dan
f.  Pengendalian Naskah Dinas.

(2) Pedoman Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 3
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dan pimpinan

unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Perdagangan Nomor 702/M-DAG/KEP/9/2011
tentang Pedoman = Administrasi Umum  Kementerian

Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Agustus 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  62/M-DAG/PER/8/2017

TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
BAB 1
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Administrasi umum sebagai sarana informasi untuk menunjang
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam beérbagai bidang kegiatan di
lingkungan Kementerian Perdagangan memerlukan adanya kesamaan
hahasa dan keseragaman tindakan dalam pelaksanaannya. Sehubungan
dengan hal tersebut perlu adanya Tata Naskali Dinas dalam menunjang
pelaksanaan tugas pokok Kementerian Perdagangan. Tata naskah dinas
sebagai salah satu unsur administrasi umum yang meliputi pengaturan
tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang
negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan

benar, tata surat, penyusunan preduk hukum; serta ralat.

Ketentuan tentang tata naskah dinas di Kementerian Perdagangan telah
diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 702/M-DAG/
KEP/9/2011 tentang Pedoman Administrasi Umum Kementerian
Perdagangan, umamun seiring dengan perjalanan waktu dan adanya
restrukturisasi organisasi ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian
Perdagangan, perlu menyempurnakan Pedoman Administrasi Umum
Kementerian  Perdagangan dimaksud. Penvempurnaan Pedoman
Administrasi Umum Kementerian Perdagangan yang sclanjutnya disebut
Tata Naskah Dinas Kementerian Perdagangan sebagai bagian dari unsur
administrasi umum perlu mempertimbangkan dinamika perkembangan
peraturan perundangan dan teknologi informasi untuk memperlancar

arus informasi serta komunikasi tulis kedinasan.

www.peraturan.go.id
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Tata Naskah Dinas harus ditaati dengan penuh kesadaran berdasarkan
alasan dan tujuan yang telah dipertimbangkan sebaik-baiknya untuk

melaksanakan tata hubungan dalam suatu organisasi.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran
1. Maksud
Tata Naskah Dinas dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan dan
memberikan petunjuk atau acunan penyelenggaraan tata naskah
dinas di lingkungan Kementerian Perdagangan.
2. Tujuan
Tata Naskah Dinas bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi
secara tertulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
3. Sasaran
a. tercapainya keseragaman dan keterpaduan dalam
penyelenggaraan  kegiatan administrasi persuratan dan
kearsipan di lingkungan Kementerian Perdagangarn;
b.  terwujudnya tertib administrasi umum yang efisien dan efektif;
C¢. tércapainya kelancaran ~ komunikasi kedinasan serta
kemudahan dalam pengendalian pelaksanaannya; dan
d. menjamin keamanan, keutuhan, dan kerahasiaan dokumen

negara/kedinasan.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Tata Naskah Dinas Kementerian Perdagangan meliputi
pengaturan tentang jenis dan format naskah dinas, pembuatan naskah
dinas, pengamanan naskah dinas, kewenangan penandatanganan, dan

pengendalian naskah dinas.

D. Asas-asas
1. Asas efektif dan efisien
Penyelenggaraan Tata Naskalh Dinas perlu dilakukan secara efektif
dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah
dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa

Indonesia yang baik, benar, dan lugas.

www.peraturan.go.id
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2. Asas pembakuan
Naskah Dinas diproses dan disusun nienurut tata cara dan bentuk
yang telah dibakukan.

3. Asas pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dipertanggungjawabkan dari
segi isi; format, prosedur; kearsipan; kewenangan, dan keabsahan.

4.  Asas keterkaitan
Kegiatan penyelenggaraan Tata WNaskah Dinas terkait dengan
kegiatan administrasi uwm um.

5. Asas kecepatan dan ketepatan
Naskalr Dinas harus dapat diselesaikan secara cepat, tepat waktn,
dan tepat sasaran dalam kejelasan redaksional, kemudahan
prosedural, serta kecepatan penyampaian dan distribusi.

6. Asas keamanan
Tata Naskah Dinas harus aman secara fisik dan substansi mulai dari
penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada vyang berhak,
pemberkasan, kearsipan dan distribusi. Demi ferwujudnya Tata
Naskah Dinas yang efektif dan efisien, pengamanan naskah dan
aspek legalitasnya perlu dilihat sebagai penentu yang paling penting,

Pengertian Umum

1. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format,
penyiapat, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang
digunakan dalam komunikasi kedinasan.

2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi
kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan
lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri,
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bermegara.

www.peraturan.go.id
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4, Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan
tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo,
dan cap dinas.

5. Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan adalah
Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan
Badan-Badan.

6. Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas Biro,
Pusat, Inspektorat, Direktorat, Balai pada Direktorat Jenderal,
Perwakilan Perdagangan Republik Indonesia di Luar Negeri.

7. Komumnikasi Intern adalah tata hubungan dalam penyampaian
informasi kedinasan yang dilakukan antar unit kerja dalam
organisasi secara vertikal dan horizental.

8. Komumnikasi FEkstern adalah tata hubungan penyampaian
informasi kedinasan yang dilakukan oleh instansi dengan pihak lain
di lnar lingkungan instansi yang bersangkutan.

9. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan
Bhineka Tunggal Tka.

10. Logo Kementerian Perdagangan adalah tanda pengenal/identitas
Kementerian Perdagangan yang menggambarkan ciri khas tongas dan
fungsi Kementerian Perdagangan:

11. Cap Dinas adalah tulisan dan/atau lambang tingkat jabatan
dan/atau instansi yang digunakan sebagai tanda pengenal yang sah
dan berlaku yang dibubuhkan pada ruang tanda tangan.

12. Kertas Permanen adalah Kertas yang bebas asam (acid free) atau
memiliki tingkat keasaman rendah; memiliki keawetan dan daya
tahan tinggi dalam jangka waktu lama.

13. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan
kewajiban yang ada pada pejabat untuk menandatangani naskah
dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada
jabatannya.

www.peraturan.go.id
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BAB I
JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

Naskah Dinas Arahan

Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok
atau kehijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan
dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan Kementerian Perdagangan
yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan

penugasan.

1.  Naskah Dinas Pengaturan
Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas:

a. Peraturan Ferundang-undangan;

b. Pedomamn;

c. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis;
d. Instruksi;

e. Standar Operasional Prosedur; dan

{.  Surat Edaran:

a. Peraturan Perundang-undangan
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
bahwa Peraturan Menteri termasuk salah satu jenis Peraturan
Perundang-undangan. Peraturan Menteri adalah jenis peraturan
yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam

rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintaharn.

Ketentuan merigenai tata naskah dinas tidak berlaku terhadap
Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Rarncangan
Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan
teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomeor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.

www.peraturan.go.id
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b.

-10-

Pedoman

1)

2)

Pengertian

a) Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan
yang Dbersifat umum di lingkungan [nstansi
pemerintah vang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk
operasional [ teknis. Pemberlakuan Pedoman
dittangkan dalam bentuk peraturan dan sebagai
lampiran peraturan tersebut.

b) Lampiran pedoman adalah penjelasan/uraian/
keterangan lebih rinci dari materi muatan pedoman
dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisabikan
dari peraturan tentang pedoman tersebut.

Wewenang Penetapan dan Penandatangan

Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjoti peraturan

perundang-undangan yang lebit tinggi dan

pengabsahannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Susunan

a) Kepala
Kepala pedoman adalah tulisan judiil lampiran yang
ditulis di sudut kanan atas dengan hraf kapital
seluruhnya, rata kiri dan tanpa diakhiri tanda baca.

b) Batang Tubul
Bagian batang tubuli pedoman terdiri atas:

(I) Pendahuluan, yang berisi latar belakang/dasar
pemikiran, maksud dan tujuan, ruang lingkup
dan pengertian;

(2) Materi pedoman; dan

(3) Penutup, yang terdiri atas hal yang harus
diperhatikan, penjabaran lebih lanjut.

¢) Kaki
Bagian kaki pedoman, ditempatkan di sebelah kanan
bawali yang terdiri atas:

(1) Nama jabatan pejabat yang menandatangani
pedoman ditulis dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca koma;,

(2) Tanda tangan wpejabat yang menandatangani

pedoman dan cap jabatan; dan

www.peraturan.go.id
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(3) Nama lengkap pejabat yang menandatangani
pedonian ditulis dengan huruf kapital, tanpa
mencantumkan gelar:

c. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis

1)

2)

Pengertian

4a) Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalal naskah
dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan
kegiatan, fermasuk urutan pelaksanaannya serta
wewenang dan prosedurnya;

b) Lampiran petanjuk pelaksanaan/petunjuk teknis
adalah penjelasan/uraian/keterangan lebih rinei dari
materi muatan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis
dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisalikan
dari peraturan tentang petunjuk pelaksanaan/
peturjuk teknis tersebut.

Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani

petunjuk pelaksanaan/petunjiik teknis adalah pejabat

yaiig berwenang atan pejabat yang ditanjuk.

Susunan

Susunan petunjuk pelaksanaan/petinjuk teknis adalah:

a) Kepala
Kepala petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah
tulisan judul lampiran yang ditulis di sudut kanan
atas dengan huoruf kapital seluruhinya, rata kiri dan
tanpa diakhiri tanda baca.

b)  Batamng Tubuh
Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan/petunjuk
teknis terdiri atas:

(1) Pendahuluan, yang memuat latar belakang,
maksuddan  tajuan, ruang lingkap dan
pengertian;

(2) Materi petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis,
dengan jelas menunjukkan urntan tindakan,

pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, dan

www.peraturan.go.id
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hal lain yang dipandang perlu untuk
dilaksanakan; dan

(38) Penutup.

¢) Kaki

Bagian kaki petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis

ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri

atas:

(I) Nama jabatan pejabat yvang menandatangani
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis ditulis
dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda
baca koma;

(2) Tanda tangan pejabat yang menandatangani
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis serta cap
jabatan;dan

(8) Nama lengkap pejabat yang menandatangani
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis ditulis
dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan
gelar.

4) Distribusi
Distribunsi  dilakukan dengan menggunakan — daftar
distribusi yang berlaku. Petunjuk pelaksanaan/petunjuk
teknis disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat
dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis diikuti dengan
tindakan pengendalian.

d. Instruksi

1) Pengertian
Instruksi adalah naskall dinas yang memuat perintah
berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu
kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangarn.

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yarig berwenang menetapkan dan menandatangani

instruksi adalah Menteri Perdagangan.

www.peraturan.go.id



13 2017, No.1183

3) Susunan
a) Kepala

Bagian kepala instruksi terdiri atas:

(1) kop instruksi yang ditandatangani Menteri
Perdagangan atau atas nama  Menteri
Perdagangan menggunakan lambang negara, yang
disertai nama Kementerian Perdagangan dengan
huruf kapital secara simetris;

(2) kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang
menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital
secara simetris;

(3) nemer instruksi, yang ditulis dengan huruf
kapital secara simetris;

(4 kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital
secara simetris;

(5) judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital
secara simetris; dan

(6) nama jabatan pejabat yang menetapkan
instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, dan
diakhiri dengan tanda baca koma secara simetris.

b) Konsiderans

Bagian konsiderans instritksi terdiri atas:

(1) kata Menimbang, yang memuat latar belakang
penetapan instruksi; dan

(2) kata Mengingat, yang memuat dasar hukum
sebagai landasan penetapan instruksi.

¢) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi
instruksi.

d) Kaki

Bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah kiri

bawal, yang terdiri atas:

(1) tempat (kota sesuai dengan alamat lembaga) dan
tanggal penetapan instruksi;

(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan

tanda komay;

www.peraturan.go.id
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(3) tmanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi;
dan
4 nama lengkap pejabat yang menandatangani,
yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa
mencantumkan gelar.
4)  Distribusi dan Tembusan
Instruksi disamipaikan kepada pihak yang berhak sécara
cepat, tepat waktu, lengkap, dan aman. Pendistribusian
instruksi diikuti dengan tindakan pengendalian.
5) Hal yang Perlu Diperhatikan
4) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokeok
sehingga instruksi harus merujuk pada suatu
peraturan perundang-undangan.
b) Wewenang penetapan dan penandatanganan instruksi
tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.

www.peraturan.go.id
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MENTERI PERDAGANGAN REPUELIK INDONESIA

NOMOR .. TAHUN ...
TENTANG

Dalam ranglea . a

o denigan i oremberi instraksi

Kepada i 1, Nama/Jabatan Pegawai:
2. Nama/jabatan Pegawai;
&, Nama/Jabatan Pegawail
4, Nama/.dabatan Pegawai;
Untuk .
KEDUA A B 0 AT A G BT R N BT
KETIGA & e e e e
dan seferusnya.

Dikeluarkan di v
pada tanggal ...

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA:

Tanda Tangan dan Cap .Jabatan
NAMA LENGKAF

Lambare hegara Gan
riama falsian yang
telah icatak,

Judtl) insrrkstyang
J ditulls dangari-hurut
- kapital.

PaRemcinar yare
bigkurugandalan)
AL Eakus BT,

Memuat alasan
ter targ el
itatapkaringg
(3SR

: Diatar peabanyang

mienefima-iinstriksi

=

Memuar, substanst
cenEang arabariyang

ditrstruksiican:

Ketasesual deruan
femtiaga dar tarees!

| él perandatangsnan.

Namig jabatandar,
am | emgkapaditlis
dengan i Fkapital,

www.peraturan.go.id
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e. Standar Operasional Prosedur (SOP)
1)  Pengertian
SOP adalah naskah dinas yang memuat serangkaian
petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan tertentu.
2)  Tujuan SOP
SOP bertujuan untuk:
a) menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat
petiyampaian petunjuk;
h) memudahkan pekerjaan;
¢) memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan
kegiatan; dan
d) meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf, dan
unsur pelaksana,
3) Wewenang Penetapan dan Penandatanganar:
Pejabat yang menetapkan dan menandatangani SOP adalah
pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.
4) Susunan
a) Halaman Judul (Cover)
Halaman judul merupakan halaman pertama sebagai
sampul muka sebuah SOP. Halaman judul ini berisi
informasi mengenai:
(1) Judul SOP.
(2) Nama Unit Ketja.
(3) Tahun pembuatan

(4) Informasi lain yang diperlukan.

www.peraturan.go.id
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Berikut adalah Centoh contoh halaman judul sebuah SOP

Koo lembagd uni
Srganissdi, Uit kes

} f aghl) tokupren S0P

sesrd it Keng vang
STANDAR OPERASICHAL PRUSEDUR miemiiustnga
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b) Keputusan Pimpinan
Karena SOP merupakan pedoman bagi setiap pegawat.
maka harus memiliki kekuvatan: hokoom:  Dalant
halaman selarjuinya setelah halaman judul, disajikan
kepurtusan Pimpinen tentang penetapan 80P,

) Daftar isi SO
mempercepat  pencatian iifermasi ‘dan  menulis
perubahan/revisi yemg dibwrat tmtuk bagian tertenitu
dari SOP terkait
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d) Penjelasan singkat penggunaan

Sebagai sebuah manual, SOP memuat penjelasan

mengenai bagaimana membaca dan menggunakannya.

Isi dari bagian ini antara lain mencakup:

(1) Ruang Lingkup, menjelaskan tujuan presedur
dibuat dan kebutuhan organisasi.

(2) Ringkasan, memuat ringkasan singkat miengenai
prosedur yang dibuat.

€) DBagian Identitas

Bagian Identitas dari unsur prosedur dalam SOP dapat

dijelaskan sebagai berikut:

(1) Loge instansi dan nemenklatur unit kerja
penibuat.

(2) Nomor SOP, diisi dengan mnomor basah secara
berurutan dalam 1 (satu) tahun takwim.

(3) Tanggal Pengesahan, diisi tanggal pengesahan
SOP olell Pejabat yang berwenang di unit kerja.

(4) Tanggal Revisi, diisi tanggal SOP direvisi atau
tanggal rencana diperiksa kembali SOP yang
bersangkutar.

(5) Pengesahan oleh pejabat yang berwenang pada
unit kerja. [tem pengesahan berisi nomenklatiir
jabatan, tanda tangan, nama pejabat yang
disertai dengan NIP/NIK serta stempel/cap
instansi.

(6) Judul SOP; sesunai dengan kegiatan yang sesuai
dengan tugas dan fungsi yang dimililki.

(7) Dasar Hukum, berupa peraturan perundang-
undangan yang mendasari prosedur yang dibuat
menjadi SOP beserta aturan pelaksanaannya.

(8) Keterkaitan, memberikan penjelasan merngenai
keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan
prosedur lain yang distandarkan (SOP lain yang
terkait secara langsung dalam proses
pelaksanaan kegiatan dan menjadi bagian dari

kegiatan tersebut).
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(9) Peringatan, memberikan penjelasan mengenai
kemiungkinan yang terjadi ketika prosedur
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.
Peringatan  memberikan  indikasi  berbagai
permasalahan yang mungkin muncul dan berada
di luar kendali pelaksana ketika prosedur
dilaksanakan, serta berbagai dampak lain yang
ditimbulkan. Dalam hal ini dijelaskan pula
bagaimana cara mengatasinya bila diperlukan.
Umumnya menggunakan kata peringatan, yaitu
jika/apabila-maka (if<then) atan batas waktu
(dead line) kegiatan harus sudah dilaksanakan.

(10) Kualifikasi Pelaksana, memberikan penjelasan
mengenai kualifikasi pelaksana yang dibutulikan
dalam melaksanakan perannya pada prosedur
yang distandarkan.

(11) Peralatan dan  Perlengkapar, memberikan
penjelasan mengenai daftar peralatan utama
(pokok) dan perlengkapan yang dibutuhkan yang
terkait secara langsung dengan prosedur yang
dibuat menjadi SOP.

(12) Pencatatan dan Pendataan, memuat berbagai hal

~—

yang perlu didata dan dicatat oleh pejabat
tertentu. Dalam kaitan ini, perlu dibuat formulir-
formulir tertentu yang akan diisi oleh setiap
pelaksana yang terlibat dalam proses. Setiap
pelaksana yang ikut berperan dalam proses,
diwajibkan untuk mencatat dan mendata apa
yang sudab dilakukannya, dan memberikan
pengesahan bahwa langkah yang ditanganinya
dapat dilanjutkan pada langkah selanjutnya.
Pendataan dan pencatatan akan menjadi
dokumen yang memberikan informasi penting
mengenai “apakah prosedur telah dijalankan

dengan benar”.
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Bagian Flowchart

Bagian  Flowchart mempakan uralan mengenai

langkali-langkah  kegiatan
sistematis dari prosedur yang distandarkan, yang

secara  bermurutan dan

berisi;

(1) Nomor, diisi nomor urat,

(2) Tahap Kegiatan, diisi tahapan kegiatan yang
merupakan urutan logis suatu proses kegiatan,
Biasanya menggunakan kalimal aktif dengan
awalan me- .,

(8) Pelaksana. merupakan pelaku (aktor) kegiatam.

Simbol diagram alir sesuai dengan proses yang
dilakukan.
ditentukan pada daftar simbol, Pelaksana diisi

Keterangan simhol -sebagaimansa
dengan nama-nama jabatan (Jabatan Fungsional
Umum, Jabatan Tungsional Tertentu, Jabatan
Struktural)
lrersangkutan yang melakukan proses kegiatan,
Urutan penulisan jabatan dimulai dari jabatan

yang ada di unit kerja yang
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yang terlebih dahulu melakukan tahap kegiatarl.
Jika dalam SOP tersebut terkait dengan unit lain,
maka jabatan unit kerja lain diletakan setelah
kolom jabatan di unit yang bersangkutan.

(4 Mutu Baku, berisi kelengkapan, waktu, output
dan keterangan. Agar SOP ini terkait dengan
kinerja, maka setap aktivitas hendaknya
mengidentifikasikan mutu baku tertentn, seperti:
waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
persyaratan/kelengkapan yang diperlukan
(standar input) dan outputnya. Muta baku ini
akan menjadi alat kendali mutu sehingga produk
akhirnya (end product) dari sebuah proses telah
memenuhi kualitas yang diharapkan,
sebagaimana ditetapkan dalam standar
pelayanari. Untuk memudahkan dalam
pendokumentasian dan implementasi, sebaikiya
SOP memiliki kesamaan dalam unsur prosedur
meskiptin muatan dari unsur tersebut akan
berbeda sesuai dengan kebutuhan unit kerja.
Nerma waktu hisa dalam hitungan menit, jam,
hari.
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Contoh Bagian Flowchart
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g) Bagian Pendukung
Bagian Pendukung berisi uraian, keterangan, atau
contoh-contoh formulir yang dapat mendukung
penjelasan prosedur kegiatan atau menjadi syarat

kelengkapan suatu kegiatan.

f.  Surat Edaran

1) Pengertian
Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat
pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting
dan mendesak.

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani
surat edaran adalah Menteri Perdagangan dan dapat

dilimpahkan kepada pimpinan Sekretariat Jenderal
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Kementerian Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk
sesuai dengan substansi surat edaran.

Susunan

a) Kepala

Bagian kepala surat edaran terdiri atas:

(1) kop surat edaran yang ditandatangani Menteri
Perdagangan atau atas nama  Menteri
Perdagangan, menggunakan lambang negara,
yang disertai nama Kementerian Perdagangan
dengan huruf kapital secara simetris;

(2) kep surat edaran yang ditandatangani oleh
pejabat selain Menteri Perdagangan dan
sekretariat Kementerian Perdagangan
menggunakan  logo, yang disertai nama
Kementerian Perdagangan dengan huruf kapital
secara simetris;

(8) kata Yth., yang diiknti oleh nama pejabat yang
dikirimi surat edaran;

(4) rtulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah
lambang negara/logo lembaga, ditulis dengan
huruf kapital serta mnomor surat edaran di
bawahnya secara simetris;

(8) kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata
surat edaran ditulis dengan huruf kapital secara
simetris; dan

(6) rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan
huruf kapital secara simetris di bawah kata
tentang.

b) Batang Tubuli

Bagian batang tubuh surat edaran terdiri atas:

(1) Latar Dbelakang tentang perlunya dibuat surat
edaran;

(2) Maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran;

(8) Ruang lingkup diberlakukannya surat edaran;

(A Peraturan perundang-undangan atau naskah
dinas lain yang menjadi dasar pembuatan surat

edaran;
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¢) Kaki

-24-

I[si edaran mengenai hal tertentu yang dianggap
mendesak; dan

Penutup-

Bagian kaki surat edaran ditempatkan di sebelah

kanan yang terdiri atas:

(1)
(2)

(3)

tempat dan tanggal penetapan;

nama jabatan pejabat penanda tangan, yang
ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan
tanda baca koma;

tanda tangan pejabat penanda tangarn;

4) nama lengkap pejabat penanda tangan, yang
ditulis dengan huruf kapital; dan
() cap dinas.
Distribusi

Surat edaran disampaikan kepada pihak vang Dberhak

secara cepat dan tepat wakto, lengkap serta aman.

Pendistribusian surat edaran diikuti dengan tindakan

pengendalian.
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MENTERI PERDAGANGAN. REFUBLIK INDONESIA

2

PN T IN

3. dan seterusiya

-
Wi
.'..i,l' l.:-.

SURAT EDARAN

NOM

Latar Belakang

MENTER] PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

OR'... TAHUN ......
TENTANG

2, Maksud dan Tujuan

3, Ruang lingkup

4, Dasar

B I8 BHEERD coasinsmicmisnaiamesassmiaic

6. Penutnp
Ditetapkan di .y,
pada tanggal i
Tanda Tangan dan Cap Jabatan
NAMA LENGEAP

Tembusan:

3. dan seterusnya

Lambang
negara/logo
lembaga dafn nama
jabatan/mama
lemhagavyang relah
dicetak.Kop lembaga

Z

Paftar rejabal yang
menerimaSL_

Penomaoran vang
berurntan dalam
satu tahun takwin

| ' Judul'SE yang ditulis

dengan hurufkapital

Memuat alasan
tentang perli
ditetapkanya SL..

<

Z

Memuar peraturan
yang menjadidasai
ditetapkannya SE:

=

Meniuat isi edararr
menganal hal
tertentu yang
dianggap mendesak

Kota sesuai dengan
alamat lemhaga- dan
tanggal
panandatanganan.

AN A

Namia jabatan dan
nama'lengkap ditulis
kapital.

J

Daftar pejabat yang
menerima tembusan
Surat Edaran.

~ N
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2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)

Naskah dinas penetapan dituangkan dalam bentuk keputusain.

a.

Pengertian

Keputusan adalah naskah dinas yang meniuat kebijakan yang

bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan

pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk:

1) Mengtapkan/mengubah status kepegawaian /personal/
keanggotaan/material / peristiwa;

2) Menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/
tim; dan

3) Menetapkan pelimpahan wewenang.

Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani
keputusan adalah pimpinan tertinggi lembaga atau pejabat lain

yang menerima pendelegasian wewenang.

Susunan
1) Kepala

Bagian kepala keputusan terdiri atas:

a) kop keputusan yang ditandatangani Menteri
Perdagangan atau atas nama Menteri Perdagangan
menggunakan lambang negara yang disertai dengan
nama jabatan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia yang ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;

b) kop keputusan yang ditandatangani oleh pejabat
selain  Menteri  Perdagangan dan  sckretariat
Kementerian Perdagangan menggunakan logo
Kemernterian Perdagangan yang disertai dengan huruf
kapital,;

c¢) kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang
menetapkan, ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;

d) nomor keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara

simetris;
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€) kata penghubung tentang, ditulis dengan hiurul kapital
secara simetris;

)  judul keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara
simetris; dan

g) mnama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan,
ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan
diakhiri dengan tanda baca koma.

2) Konsiderans

Bagian konsiderans keputusan terdiri atas:

a)  kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan/
fujuarn/kepentingarn/ pertimbangan tentang perhu
ditetapkannya keputusan; dan

b) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat
peraturan  perundang-undangan — sebagai  dasar
pengeluaran keputusan.

3) Diktum

Bagian diktnm keputusan terdiri atas hal-hal sebagai

berikut:

a) Diktum dimulai dengan kata memutuskan yang ditulis
dengan huruf kapital dan diikuti kata menetapkan di
tepi kiri dengan huruf awal kapital;

b) Isi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah
kata menetapkan yang ditulis dengan huruf awal
kapital; dan

¢) Untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi
dengan salinan dan petikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

4) Batang Tubuh

Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh

keputusan sama dengan ketentuan dalam penyusunan

peraturan, tetapi isi keputusan diuraikan bukan dalam

pasal-pasal, melainkan  diawali  dengan  bilangan

bertingkat/diktum kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya.
o) Kaki

Bagian kaki kepntusan ditempatkan di sebelah kanan

bawah, yang terdiri atas:

a) tempat dan tanggal penetapan keputusan,
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b) jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan

huruf kapital, dan diakhiri- dengan tanda baca koma;

a

tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan;

dan
d) mnama lengkap pejabat yang —menandatangani

keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa
mencantumkan gelar.

Pengabsahan

1) Pengabsahan merupakan pernyataan pengesahan bahwa
suatu keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat
dinmumkan dan didistribusikan oleli pejabat  yang
bertanggung jawabh di bidang hukum atau administrasi
umum atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan isi
keputusan.

2) Pengabsahan dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang
terdiri atas kata salinan sesuai dengan aslinya, diikuti
dengan nama lembaga, nama jabatan, ruang tanda tangarn,
dan nama pejabat penanda tangan.

3) Pengabsahan dilakukan dengan membubuhkan
tandatangan dan cap dinas lembaga.

Distribusi

Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang

berkepentingar.

Hal yang Perlu Diperhatikan

Naskah asli dan salinan keputusan yang ditandatangani harus

disimpan sebagai arsip.

www.peraturan.go.id



2017, No.1183 _30-

Contoh Formet Kepltusan

(Ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi Kemen terian)

lambang nagara
-~ dan nama jabata iy
yang telah dicetak
MENTERI PERDAGANGAN REPUELIK INDONESIA A —
KEPUTUSAN MENTERI FERDAGANGAN REFUBLIK INDONESIA Peimaran yang
NOMOR ... TAHUN -.. berurutan dalzoy

satut hun takwin:

) . . . ) } Judul kepritusan
MENTERI PERDAGANGAN REPUELIK INDONESIA, ditukis datam hufuf

}-<| kapital.

Memual-alasan

TENTANG

Menimbang - A halwa

T perlu

itetapkaunya
e ‘I keputusan.

Memual
peratuan vang
= menjadidasar
MEMUTUSEAN: diretapkannva
Menetapkar: KEPUTUSAN i s st st s et oo oo TENTANG % keputusan,

Mengingat: L,

KESATU:
KEDUA:
KETICA:

Memuat substansi
[tertang kebijakan
yang ditetapkan..

Kota sesuaidengan
Ditetapkan di.........ooesoeeseeens, ) alamat lembaga

. . dan tanggal
ada tanggal:...oncom s cime s
Dada penandatangan,

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESTA.
Tanda Tangan dan Cap Jabatan

NAMA LENGKAP Nama jabalan
dan nafma

lengkapyang
ditulis déngan
burut kapital,

SALINAN Keputusar Menteri ini disampaikean kepada:
1=
2.
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Naskah Dinas Peniugasan (Surat Tugas)

a.

Pengertian

Surat tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau
pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang
diberi tugas, yang memuat apa yang harus dilakukan.
Wewenang Pembuatan dan Penandatangan

Surat tugas dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat
vang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan
tanggung jawabnya.

Susunarn

1) Kepala

Bagian kepala surat tugas terdiri atas:

a)  kop surat tugas berupa lambang negara atau logo;

b) kata surat tugas, ditulis dengan huruf kapital secara
simetris; dan

¢) nomor, berada di bawah tulisan surat tugas.

2) Batang Tubul

Bagian batang tubuh surat tugas terdiri atas hal-hal

sebagai berikut:

4) Kounsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar
(1) pertimbangan memuat alasan ditetapkannya

surat tugas; dan
(2) dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan
ditetapkannya surat tugas tersebut;

b) Diktum dimulai dengan kata memberi tugas, secara
simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri disertai nama
dan jabatan pegawai yang mendapat tugas; dan

¢) Di bawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi
tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

3) Kaki

Bagian kaki surat tugas ditempatkan di sebelah kanan

bawah yang terdiri atas:

a) tempat dan tanggal surat tugas;

b) nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang
ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal
kata, dan diakhiri dengan tanda baca koma;

¢) tanda tangan pejabat yang menugasi,
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d) nama lengkap pejabat yang renandatangani surat
tugas, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada
setiap awal kata; dan

¢) cap dinas.

Distribusi dan Tembusan

1) Surat tugas disampaikan kepada yang mendapat tugas:

2) Tembusan surat tugas disampaikan kepada unit
kerja/lembaga yang terkait.

Hal yang Perlu Diperhatikan

1) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar.

2) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang
ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri atas
kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan

keterangai.

Format surat tugas dapat dilihat pada conteh dibawah ini.

2017, No.1183
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B. Naskah Dinas Korespondensi
1. Naskah Dinas Korespondensi Intern
a. Nota Dinas
1) Pengertian
Nota dinas adalah naskah dinas intern yang dibuat oleh
pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di
lingkungan Kementerian Perdagangan.
2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Nota dinas dibuat oleh pejabat di lingkungan Kementerian
Perdagangan sesuai dengan tugas, wewenang, dan
tanggung jawabnya.
3) Susunan
a) Kepala
Bagian kepala nota dinas terdiri atas:
(1) kop nota dinas terdiri atas; nama Kementerian
Perdagangan dan unit kerja diletakan di sudut
kiri atas;
(2) kata nota dinas, yang ditulis dengan huruf kapital
secara simetris;
(8) kata momeor, yang ditulis dengan huruf kapital
secara simetris;
(4) kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital,
diikuti dengan tanda baea titik;

1
=

kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital;

—_—
o)
=

kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
(7) kata Tanggal, yvang ditulis dengan huruf awal
kapital.
b) Batang Tubuh
Bagian batang tubulh neta dinas terdiri atas alinea
pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat, dan
jelas.
c) Kaki
Bagian kaki nota dinas terdiri atas tanda tangan,
nama pejabat, dan tembusan (jika perlu).
4 Hal yang Perlu Diperhatikan
a) Nota dinas tidak dibubuhi cap dinas.
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Disposisi

Disposisi adalah  petunjuk tertulis mengenai tindak
lanjut/tanggapan terhadap surat masuk, ditulis secara jelas
pada lembar disposisi, tidak pada suratnya. Ketika
didisposisikan, lembar disposisi merupakan satu kesatuan

dengan surat masuk.
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Contoh Lembar Disposist
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Surat Undangan Triterni

1)

2)

3)

Pengertian

Surat undangan intern adalah surat dinas yang memuat
undangan kepada  pejabat/pegawai di lingkungan
Kementerian Perdagangan untuk menghadiri suatu acara
kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara, dan pertemuarn.
Kewenangan

Surat undangan intern ditandatangani oleh pejabat sesuai

dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Susunan
a. Kepala

Bagian kepala surat undangan intern terdiri atas:

(1) kop surat undangan intern yvang ditandatangani
sendiri atau atas nama Menteri Perdagangan
menggunakan lambang negara, yang disértai
nama Kementerian Perdagangarn;

(2) kop surat undangan intern yang ditandatangani
oleh pejabat selain  Menteri Perdagangan
menggunakan kop surat sesuai dengan umnit
masing-masing yang diletakkan di sudut kiri atas;

(3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di
sebelah kiri di bawah kop surat nndangan intern;

4 tempat dan tanggal pembuatan surat, yang
diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris
dengan nomor; dan

() kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti
dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi
surat nndangan intern (jika diperhukarn).

b. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat undangan intern terdiri

atast

(1) alinea pembuka;

(2) isi surat undangan intern, yang meliputi hari,
tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan

(3) -alinea penutup.

¢ Kaki
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Contoh Format Lampiran Surat Undangan Intern

2017, No.1183

Lampiran Surat .o,
Nomior ... I woms fcommifam e
Tanggal @ s

DAFTAR PEJABAT/PEGAWA] YANG DIUNDANG

Nama Jabatan,
(Tanda tangan)

Nama Lengkap

d. Naskali Dinas Korespondensi Ekstern

a. Surat Dinas

Jenis naskah dinas korespondensi ekstern hanya ada satu

macam, yaitu surat dinas. Bentuk surat

dinas di

lingkungan Kementerian Perdagangan menggunakan

official style.
1) Pengertian
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Naskali  Dinas  Korespondensi Ekstern  yang
selanjutnya disebut surat dinas adalah naskah dinas
pelaksanaan tugas seoratg pejabat dalam
menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain
di luar Kementerian Perdagangan.

2) Wewenang Penandatanganan
Surat dinas ditandatangani oleh pejabat sestiai dengan
tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabiya.

3) Susunan
a) Kepala

Bagian kepala surat dinas terdiri atas:

(1) kop surat dinas yang ditandatangani Menteri
Perdaganganatau atas nama  Menteri
Perdagangan menggunakan lambang negara,
yang disertai nama jabatan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia dengan
huraf kapital secara simetris;

(2) kop surat dinas yang ditandatangani eoleh
pejabat selain Menteri Perdagangan
menggunakan Kop surat sesuai unit masing-
masing;

(8) mnomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik
dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di
bawah kop surat dinas;

(#) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang
diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris
dengan nomor;

(5) kata Yth., yang ditulis di bawah Hal, diikuti
dengan nama jabatan yang dikirimi surat;
dan

alamat surat, yang ditulis di bawah Yth.

b)  Batang Tubuh
Bagian batang tubuli surat dinas terdiri atas,
alinea pembuka, isi, dan penutup.

c) Kaki

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah

kanan bawah, yang terdiri atas:
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nama jabatan, yang ditulis dengan huruf
awal kapital, diakhiri tanda baca koma;

(2) tanda tangan pejabat;

(8) mnama lengkap pejabat/penanda tangan, vang
ditulis dengan huruf awal kapital,

4) stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai
dengan ketentuan; dan

(3) tembusan, yang memuat mnama jabatan
pejabat penerima (jika ada).

Distribusi

Surat dinas disampaikan kepada pihak yvang berhak

secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman:

Pendistribusian surat dinas diikuti dengan tindakan

pengendalian.
Hal yang Perlu Diperhatikan

a) Kop surat dinas hanya digunakan pada halaman

pertama surat dinas.

h) Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolem

Lampiran dicantumkan junilahnya.

¢) Hal berisi pokok surat dinas sesingkat mungkin

yang ditulis dengan huruf awal kapital pada

setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca.
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Contoh Format Surat Dinas Untuk Pejabat Negara

Kop surat yang
brernpa
lanibang
negatra dan
naina jabatan
yang relah
dicefak

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor & /e /SD/uif e (tempat]... ...{rgl. bin.,thn) Tetpata
Sifat ' ; tanggal
Lampiran pemitaan
Hal : - suat

Alamat fujian
yang dirulis di
bagian kiri

— ! Tsi surat

Nama jabatari

NAMA JABATAN, — dan nama

(Panda Tangan dan Cap Jabatan) lengkap yang
NAMA LENGKAP dengas Ty

kapital
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Kewenangar

Surat undangan ekstern ditandatangani oleh pejabat
sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung
jawabnya.

Susunarn

a) Kepala

Bagian kepala surat undangan ekstern terdiri

atas:

(1) kop surat undangan ekstern yang
ditandatangani Menteri Perdagangan atau
atas nama Menteri Perdagangan
menggunakan lambang negara, yang disertai
nama jabatan Menteri Perdagangan Republik
[ndonesia dengan huruf kapital secara
simetris;

(2) kop surat undangan  ékstern  vang
ditandatangani oleh pejabat selain Menteri
Perdagangan menggunakan kop surat sesuai
unit masing-masing yang diletakkan disudut
kiri atas;

(3) mnomer, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik
di sebelah Kiri di bawah kop surat undangan
ekstern;

(4) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang
diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris
dengan nomor;

(5) kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang
diilkuti dengan nama jabatan, dan alamat
yang dikirimi surat undangan ekstern (jika
diperlukan).

b)  Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat nndangan ekstern

terdiri atas:

(1) alinea pembuka;

(2) dsi surat undangan ekstern, vang meliputi
hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan

(3) alinea penutup.
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Conitoh Format Lampiran Surat Undangan Ekstern

Lampiran surat
Nomor ] - o of s
Tatiggal * wwe sonnn s

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUUNDANG

Nama Jabatan,

(Tanda tangan dan Cap dinas)

Nama Lengkay
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Contoh Format Kartu Undangan

‘MENTERI PERDAGANGAN

Mengharapkan dengan hormat kehaciran Bapak/Tbu/Saudara
pada acara

BB st nenectd (FADEEAY o sinnn POKTL oo sonisin, WIEB

bertempat di v

*  Haraphadiv 30 menit
schelun acara dimulai dan
undangan dibawa

*»  Korfirmasi:

Naskah Dinas Khusus
1. Surat Perjanjian
a, Pengertian
Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan
bersama teritang sesuatu hal yang mengikat antarva kedita helah
plhak atan lebilh mntuk melaksanakan tndakan atau perbuatan
hukum yang telah disepakati bersama.

b, Jenis Perjanjian

Jenis perjanjian terditi atas perjanjian dalam negeri ‘dan

perjanjian luar negeri,
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Perjanjian Dalam Negeri
Kerja sama antar lenibaga di dalam negeri, baik di tingkat
pusat maupun daerah dibuat dalam bentuk kesepahaman
bersama atau perjanjian kerja sama.
a) Wewenang dan penandatanganan
Perjanjian yang dilakukan antar lembaga di dalam
negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah dibuat
dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas,
wewenang, dan tanggung jawabmnya.
b) Susunan
() Kepala
Bagian kepala terdiri atas:
(a) lambang negara (untuk pejabat negara)
diletakkan secara simetris, atau kop surat
(untuk nen pejabat negara) yang
diletakkan di sebelahh kanan dan kiri atas,
disesnaikan dengan penyebutan mama
lembaga;
(b) judul perjanjian; dan
() momor.
(2) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh perjanjian kerja sama
memuat materi perjanjian, antara lain tujuan
kerjasama, ruang lingkup kerjasama,
pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, penyelesaian
perselisihan, penutup dan hal-hal lain yang
menjadi kesepakatan para pihak.
(8) Kaki
Bagian kaki perjanjian kerja sama terdiri atas
nama penanda tangan  para pihak  yang
mengadakan perjanjian dan para saksi (jika
dipandang perlu), dibubuhi meterai sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
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Cornitol Forrat Surat Perjanjian Antar Lemlyaga

Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara

Judul perjarjian
(nama naskah
dinas, para
pihak, objek
perjanjian.
PERJANUIAN KERJA SAMA I
B ANTARA )
MENTERL PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
g e —
) | ‘vang herurutan
.......................................................... i
NOMOR .../ .. /MoU/.../ ... [ et
NOMOR, . aeees |
Pada liari 101, oo tanggal, .. bulan, w. ralian. . q | Memuat
berbempat diyunnn, Vaug bertanda taugcm dibawaly ini wentitas pihak
1 ER— ., selanjutnya disebuf pihak | yamg,
2: selanjutiiya disebut pibak 1 Elai“gadﬁaﬂ
- 1
bersepakat untuk melakukan kerja sama dalem bidang ..o, mezl?:lld.?;??gm
yvang diatur-dalam ketentuan sebagai berikirt: !PT,

Pasal 1 3
TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Memuat materi
petjanjian yang
ditulis dalam
bentik pasal-
‘pasal.

Pasal 3

Pasgal 4
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Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISITIAN

Pasal 6
LAIN-LAIN

(1) Apabila tejadi hal-hal yang di luarkekuasaan kedua belah pihak atau force majenre, dapat
dipertimbangkan kemungkinan perubahan lempat dan waklu pelaksanaan fugas
pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasuk forec majenre adalah
a. Bencana alam;
b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
¢. Keadaan keamanan yang hidak mengizinkan,

(3) Segala perubahan dan/atan pembatalan ferhadap piagam kerja sama ini akan diatur
bersama kemudian oleh Pihak Perfama dan Pihak Kedua.

Pasal 7

PENUTUP

Naina Institusi Nama Institusi
Nana Jabatan, Nama Jabatan
Tanda Tangan Tanda Tangan

Namma Nama
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hubungan dan kerja sama antar negara. Hubungan dan
kerja sama luar negeri dapat dilakukan atas prakarsa dari
lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

a) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

(1) pembuatan perjanjian internasional dibuat
melalui tahap penjajakan, perundingan,
perumusan naskah, penerimaan naskah, dan
penandatanganan.

(2) perjanjian internasional dibuat dan
ditandatangani oleh pejabat sesnai dengan tugas,
wewenang, dan tanggung jawabnya.

(3) Kementerian Perdagangan dalam hal mempunyai
rencana untuk membuat perjanjian internasional
terlebih dahulu melakukan konsultasi dan
koordinasi mengenai rencana tersebut dengan
Menteri Luar Negeri.

b) Susunan

(1) Kepala
Bagian kepala terdiri atas:

(a) Lambang negara masing-masing pihak yang
diletakkan di tengah atas;

(b) mama pihak yang mengadakan perjanjian
internasional aftan Memorandum Of
Understanding (MoU); dan

() judul perjanjian internasional.

(2) Batang Tubuh
Bagian batang tubul terdiri atas;

(@) penjelasan para pihak sebagai pihak yang
terikat oleh perjanjian internasional atau
Memorandum Of Understanding (MoU);

(b) keinginan para pihalk;

(¢) pengakuan para pihak terhadap perjanjian
internasional tersebut;

(d) mujukan terhadap Sorat Minat atan Surat
Kehendak;

(6) acuan terhadap ketentuan yang berlaku; dan

www.peraturan.go.id
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() kesepakatan kedua belah pihak terhadap
ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal.

Kaki

Bagian kaki terdiri atas:

(@ mnama jabatan pejabat penanda tangan
selaku  wakil pemerintah masing-masing,
tanda tangan, dan nama pejabat penanda
tangan, yang letaknya disesnaikan dengan
penyebutan dalam judul perjanjian
internasional,

(b) tempat dan tanggal penandatangarn
perjanjian internasional;

() penjelasan teks bahasa yang digunakan
dalam perjanjian intermasional; dan

(d) segel asli.

www.peraturan.go.id
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Contoh Format Kesepakatan Awal (Letter Of Intent)

TETIER OF INIENT
BETWEEN
MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Amistey of Trade of The Republic of Indomesizand . . .. hessimafieerefomsd toas
“ths Pastiss™,
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Do hersby declare one Intemrionto
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Dymeinduplicmtent. ., . @nths . ., . dsyef_
iR T X I — —e inInfoussian, . ... _.._30d Fugdlish Jamyes,
For Ministry OF Trsde of The Republic of Indonesia Far, o st £t
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Contoh Format Memorandum Of Understanding

| pambang Megars
masg-masing pinak

SENMCRANDUMOF UNDERSTANDING
BETWEEN
AINTSTEY OF TRADE
EEPUBLIC OF INDONESIA

AND

CONCERNING

Ministry of Trade Repubtic Of Indomasiz And - oovvvn -
hareinafter rafarad 10 3 tha Panis,
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Contoh Format Map Untuk Naskah Dinas Perjanjian

LAMBANG

NEGARA/LOGO

Surat Kuasa
Surat knasa terdiri atas dua jenis, vaitu surat kuasa biasa dan surat
kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional (full powers).
a. Pengertian
1) Surat kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian
wewenang kepada badan hukum/kelompok orang/

perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk
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melakukan suatu tindakan tertentu dalam  rangka
kedinasan; dan

2) Swuraf kuasa untuk  penandatanganan perjanjian
internasional (full powers) adalah surat yang dikeluarkan
oleh Menteri Perdagangan yang memberikan kuasa kepada
satu atau beberapa orang.

b. Susunan

1) Kepala

Bagian kepala surat kuasa terdiri atas:

a) kop surat kuasa terdiri atas logo dan nania lembaga,
vang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan
huaruf kapital;

b) judul surat kuasa; dan

¢) nomeor surat kuasa.

2) Batang tubuh
Bagian batang tubuh surat kiuiasa memuat niateri yang
dikuasakan.

3) Kaki

Bagian kaki surat kuasa memuat kéterangan tempat,

tanggal, bulan, dan tahunn pembuatan serta nama dan

tanda tangan para pihak yang berkepentingan, dan
dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-nndangan.

www.peraturan.go.id
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Contoh Forimat Surat Kuasa

SEKRETARIAT JEWDERAL

Jalan B[ Ridhuan Ras No.5 Jakarts 10110
Tel, 021-3841961, 385617}

SURAT KUASA
NOMOR .../ ..../SK/... /...

Yang bertanda tangan dibawah ini,
nama
jabatan
alamat

memberi kuasa kepada

Surat kuasa ni dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa
Tanda Tangan Materai dan Tanda Tangan
Nama Lengkap Nama Lengkap

NTP NIP

Logo dan
nama

halaman yang
telaly dicetak

Penomoran
terdiri dari
Nomor naskal,
kode unit kerja,
inisial jenis
naskah, bulan
dan tahun
terhbit,

Mermuat icerititas
vang memberi
kuasa,

memuat
pernyataan
tentang
pemberian
wewenarng
kepada pihak
lain untuk
melakukan
suatu
tindakan
tertentu.

Kota sesuai
dengan
alamat
lembaga dan
tanggal
penanda
tanganar,




63 2017, No.1183

Contoh Format Surat Kuasa (Full Powers)
Untuk Penandatanganan MoU

W

-

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KUASA
NOMOR ... [.../SK/...]....

Tang bertanda tangan d bawahmi.... .. ... (nama pejabat). ... Menten
Perdagangan Republhk Indonesia, member kuasa penuh kepada

Nama Pejabat
Jabatan

Untuk menandatangani atas nama pemerintah Republik Indonesia, terkait

............................................................................................

Sebagaibukti, surat kuasaini saya tandatangan dan saya bubulimatarai di
Jakartapadatanggal.........bulan..... tahan ... ...

Tanda Tangan

czp .
faterai

Nama Menteri Perdagangan
Repubhk Indonesia

www.peraturan.go.id
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3. Berita Acara
a. Pengertian
Berita acara adalah naskah dinas yang berisi tentang
pernyataan bahwa memang telah terjadi suatu  proses
pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu yang harus
ditandatangani oleh para pihak dan para saksi. Berita acara
dapat disertai lampiran.
b. Susunan
1) Kepala
Bagian kepala berita acara terdiri atas:
4)  kop berita acara, terdiri atas lambang negara atan logo
dan nama lembaga ditulis dengan huruf kapital;
b)  judul berita acara; dan
¢) nomeor berita acara.
2) Batang tubuh
Bagian batang tubul berita acara terdiri atas:
a) tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta mama dan
jabatan para pihak yang membuat berita acara;
b)  substaunsi berita acara;
c) keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan
d) penutup yang menerangkan bahwa berita acara ini
dibuat dengan sebenar-benarnya.
3) Kaki
Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan
penandatanganan nama jabatan/pejabat dan tanda tangan

para pihak dan para saksi.

www.peraturan.go.id
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4. Surat Keterangan

a. Pengertian
Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi informasi
mengenai hal, peristiwa, atau tentang seéseorang untuk
kepentingan kedinasan.

b.  Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Surat keterangan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang
sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabilya.

c. Susunan
1) Kepala

Bagian kepala surat keterangan terdiri atas:

a) kop surat keterangan, terdiri atas loge dan nama uanit
masing-masing diletakkan pada sudut kiri atas dan
ditulis dengan huruf kapital;

b) judul surat keterangan; dan

¢) nomor slirat keterangan.

2) Batang Tubuli

Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat

yang menerangkan mengenai sesuatu hal, peristiwa, atau

tentang seseorang yang diterangkan, maksud dan tujuan
diterbitkannya surat keterangan.
3) Kaki

Bagian kaki surat keterangan memuat keterangai tempat,

tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan

nama pejabat yang membuat surat keterangamn tersebut.

Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan bawal.

www.peraturan.go.id
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Comtoh Format Surat Keterangan Tentang Seseorang

SERRETARIAT JENDERAL

Iplsn MT Riwan Ratd Mo 5 dokastay 10110
Ted. 021-369195), WSTL7

SURAT KETERANGAN
NOMOR .../..../RET/.../....

Yang bertanda tangan di bawal ini,
nama 5 iy VST NS SO ¥

NIP P O
jabatan !

dengan ini menerangkan bahwa

nama >
NIP :
pangkat) GoIOMEATI ... s v s s v sassivns sase
jabatan e e s e e e s e e

dan seterusnya

Nama fempat, tanggal
Pejabat Pembuat Keterangan
Tanda Tangan dan Cap Lembaga

Nama Lengkap

Logodan nama
lembaga yang
telah dicetak.

Penomoran
terdiri dari
Nomor naskah,
kode unit kerja,
inisial jenis
naskah, bulan
dan tahun terbit.

memuat
identitas yang
memberikan

keterangan.

memual
|dentitasvang
diberi

keterangan.

memuat
informasi
mengenai suatu
hal atau
seseorang untuk
kepentingan
kedinasan.

kota sesuai
dengan alamat
lembaga dan
tanggal
penandatangan
an.
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b.  Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Surat pengantar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat baik
yang mengirim dan menerima sesuai dengan tugas, wewenang,
dan tangglung jawabnya.
Susunan
1) Kepala

Bagian kepala surat pengantar terdiri atas:

2]

4) kop surat pengantar;
b) nomor;
¢) tanggal;
d) nama jabatan/alamat yang dituju; dan
€) fulisan surat pengantar yang diletakkan secara
simetris.
2) Batang Tubuli
Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk kolom
terdiri atas:
4) Nomor uruf;
b) jenis yang dikirim;
¢) Dbanyaknya naskaly/barang; dan
d) keterangamn.
3) Kaki
Bagian kaki surat pengantar terdiri atas:
a)  pengirim yang berada di sebelah kanan, yang meliputi:
(I) nama jabatan pembuat pengantar;
(2) tanda fangan,
(38) mnama dan NIP; dan
(4 stempel jabatan/lembaga.
b) penerima vang berada di sebelah kiri, yang meliputi:
(1) nama jabatan penerima;
(2) tanda tangan;
(3) nama dan NIP;
(4 caplembaga;
(5) nomor telepon/faksimile; dan
(6) tanggal penerimaan.
d. Hal yang Perlu Diperhatikan
Surat pengantar dikirim dalam dua rangkap, lembar pertama

untuk penerima dan lembar kedua untuk pengirin.
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Susunan

1)

2)

3)

Kepala

Bagian kepala pengumuiman terdiri atas:

a) kop pengumuman terdiri atas logo vang disertai
dengan nama unit masing-masing, yang ditulis
dengan huruf kapital;

b) tulisan pengumuman dicantumkan di bawal lIogo yang
disertai dengan nama unit masing-masing, vang ditulis
dengan huruf kapital dan nemer pengumuman
dicantumkan di bawahnya,

c) kata tentang, yang dicantumkan di bawah
pengumuman ditulis dengan huruf kapital secara
simetris; dan

d) rmmusan judol pengumuman, yang ditulis dengan
haruf kapital secara simetris di bawah tentang,

Batang Tiitbuh

Batang tubuh pengumuman hendakiiya terdiri atas:

a) alasan tentang perlunya dibuat pengumuman;

b)  peraturan vang  menjadi dasar  penibuatan
penguninumarn; dan

c) pemberitahuan tentang hal tertentu.

Kaki

Bagian kaki pengnumuman ditempatkan di sebelah kanan,

yang terdiri atas:

a) tempat dan tanggal penetapan;

b) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis
dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda
baca koma;

c) tanda tangan pejabat yang menetapkarn;

d) mnama lengkap yang menandatangani, yang ditulis
dengan huruf awal kapital; dan

€) cap dinas.

www.peraturan.go.id
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Wewenang Pembuatan dan Penandatangan
Wewenang pembuatan laporan dilakukan oleh pejabat/staf yvang
diberi tugas. Laporan ditandatangani oleh pejabat/staf yang diserahi
tugas.
Susunan
a. Kepala
Bagian kepala laporan memtuat judul Iaporan yang ditulis dalam
huaruf kapital dan diletakkan secara simetris.
b. Batang Tubuh

Bagian batang tubul laporan terdiri atas:

1)  Pendaluluan, vang memuat penjelasan umum, maksud
dan tujuan, serta ruang lingkup dan sistematika laporan;

2) Materi laporan, yang terdiri atas kegiatan yang
dilaksanakan, faktor yang —mempengaruhi, hasil
pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal
lain yang perlu dilaporkan;

3) Simpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan
pertimbangan; dan

4) Penutup, yang merupakan akhir laporan, memuat
harapan/ permintaan arahan/ucapain terima kasih.

c. Kaki

Bagian kaki laporan ditempatkan di sebelah kanan bawali dan

terdiri atas:

1) tempat dan tanggal pembuatan laporan;

2) nama jabatan pejabat pembuat laporan, yang ditulis
dengan huruf awal kapital,

3) tanda tangan; dan

4) nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital.
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2. Susunari
a. Kepala

Bagian kepala telaahan terdiri atas:

1) judul telaahan dan diletakkan secara simetris di tengah
dtas; dan

2) uraian singkat tentang permasalahar.

b. Batang Tubul

Bagian batang tubuh telaahan terdiri atas:

1) Persecalan, yang memuat pernyataan singkat dan jelas
tentang persoalan yang akan dipecahkan;

2) Praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan,
berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai
dengan  situasi yang dihadapi, dan merupakan
kemungkinan kejadian di masa vang akan datang;

3) TFakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang
merupakan landasan analisis dan pemecahan persozlan;

4) Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap
persealan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan
kerugiannya, pemecahan atau cara Dbertindak yang
mungkin atau dapat dilakukan;

5) Simpulan, yang memuat intisari hasil telaahan, yang
merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar; dan

6) Tindakan yang disarankan, yvang memuat secara ringkas
dan jelas saran atau wusul tindakan untuk mengatasi
persoalan yang dihadapi.

c. Kaki

Bagian kaki telaahan ditempatkan di sebelah kanan bawah,

yang terdiri atas:

1) nama jabatan pembuat telaahan, yang ditulis dengan huruf
awal kapital;

2) tanda tangan,

3) mnama lengkap; dan

4)  daftar lampiran (jika diperlukan).
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Cortitoh Format Telaahan

1.

VL

TELAAHAN
TENTANG

Persoalan

Bagian persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan
yang akan dipercahkan.

Praanggapan

Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarken data dan saling
berhubungan sesuai dengan sitnasi yvang dihadapi dan mérupakan
kemungkinan kejadian dimasa mendatang.

Fakta yang Mempengaruhi

Bagian fakta yang mempengaruhi memmnat fakta yang merupakan landasan
analisis dan pemecahan persoalan.

Analisis

Bagian ini memuat analisis pengarull praanggapan dan fakta terhadap
persoalan serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya,
serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan.
Simpulan

Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi dan pilihan dan satu cara
bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi

Saran

Bagian saran memuat sécara ringkasa dan jelas tentang saran tindakan untuk
mengatasi persoalan yang dihadapi.

Nama jabatan Pembuat Telaahan
Tanda Tangan

Nama Lengkap
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BAB I
PEMBUATAN NASKAH DINAS

A. Persyaratan Pembuatan

Setiap naskall dinas harus merupakan intisari dari pemikiran yang

ringkas dan jelas sesuai déngan maksud dan tujuan dibuatnya naskah

dinas yang disusun secara sistematis. Dalam pembuatannya perlu

memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ketelitian
Dalam membudt naskah dinas harus mencerminkan ketelitian dan
kecermatan, baik dalam bentuk, susunan; pengetikan, isi, struktur,
kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan.

2. Kejelasan
Naskah dinas harus memperlihatkan kejelasan maksud dari materi
yvang dimuat dalam naskah dinas.

3. Logis dan Singkat
Naskah dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal,
logis secara efekdf, singkat, padat, dan lengkap sehingga mudah
dipahami bagi pihak yang menerima naskah dinas.

4.  Pembakuan
Naskah dinas harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku
sehingga dapat menjamin terciptanya arsip yang autentik dan

reliable.

B. Penomoran Naskal Dinas

Penomoran pada naskah dinas merupakan bagian penting dalam proses

penciptaan arsip. Oleh karena itu, susunannya harus dapat memberikan

kemudahan penyimpanan, pengamanan, temu balik, dan penilaian arsip.

1. Nomor Naskah Dinas Arahan

a. Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis,

Instruksi, Standar Operasional Prosedur, dan Surat Edaran
Susunan nomor naskah dinas yang bersifat pengaturan dan
penetapan terdiri atas tulisan Nomor, nomor naskah (nomor
urut dalam satu talhun takwim), tulisan Tahun dengan huruf
kapital, dan tahun terbit.
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Contoh Formiat Penomoran Peraturan:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ...... TAHUN ......
TENTANG

Contoh Format Penomoran Surat Edaran:

SURAT EDARAN

Contoh Format Penomoran Pedoman:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

b. Keputusan
Sosunan Penomoran Keputusan (Naskah dinas Penetapan)
adalah sebagad berikut:

Contoll Format Keputusan Menteri Perdagangan:
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .... TAHUN ....
TENTANG

c. Surat Perintah/Surat Tugas
Suosunan penomorail surat perintal/surat tugas adalah sebagai
berikut:
1)  Nomor urut surat perintah/surat tugas;
2) Kode inisial jenis naskah dinas;
3) Singkatan naskah dinas (jenis surat); dan

4) Bulan dan Taliun terbit.

www.peraturan.go.id



2017, No.1183 _80-

Contoh Format Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pejabat eselon It

SURAT TUGAS
NOMOR 2319/8J-DAG/ST/08/2016
2319 : nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim);
SJ-DAG :kode unit kerja;
ST . inisial jenis naskah dinas;

08/2016 :Bulandan Tahun terbitf.

2. Naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus

Naskalh dinas korespondensi dan mnaskah dinas khusns dalam

penemorannya menggunakan nomor naskall dinas, kode unit kerja,

inisial jenis naskah dinas, bulan, dan tahun, yang bertujuan:

a. agar mudah diingat, baik oleh para pegawai/pejabat maupun
pihak luar dan dapat diketahui secara visual;

b. untuk mengetahui jumlah surat yang keluar dari unit
pengirim /pembuat naskah dinas;

c. untuk mengetahui unit asal naskah dinas;

d. wuntuk digunakan sebagai referensi; dan

untuk memudahkan penataan dan penemuan kembali surat.

Pemberian kode unit kerja dalami penomoran naskah dinas di
lingkungan Kementerian Perdagangan dilakukan sesunal dengan
urutan unit kerja yang tercantum dalam struktur organisasi masing-
masing unit kerja. Penomoran naskah dinas untuk naskah dinas
korespondensi dan naskah dinas khusus terdiri atas:

a. nomor naskah dinas (nomor urit dalam satu tahun takwim);

b. kode unit kerja;

c. inisial jenis naskah dinas;

d. bulan (ditulis dalam dua digit); dan

e. tahun terbit.

Ketentuan penulisan nomor naskah dinas

a. Nomor urut
Apabila suatu nnit mengeluarkan surat menyangkut perihal,
hari, dan tanggal yang sama, maka surat tersebut hanya

menggunakan sata nomor kode pengenal pengirim surat.
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Kode unit kerja

2017, No.1183

Ketentuan pemberian kode unit kerja pada naskah dinas di

lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan kode umnit

kerja sebagaimana tercantum dalam tabel 1.

Inisial jenis naskah dinas

Menjelaskan tentang inisial jenis naskah dinas yang dibuat.

Bulan

Ditulis dengan angka arab, misalnya bulan maret ditulis 03.

Tahun

Tahun ditulis secara lengkap, misalnya tahun 2015 ditilis

2015
Tabel 1 Nama Unit Kerja (Nomenklatur) dan Nama Jabatan (Titulatur)
dalam Bahasa Inggris
NG, Nama Urit Rerja/Nomenklatur Nama Jabatan/Titulatuir
1. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia | Menteri Perdagangan

Ministry-of Trade of the Republic of ndonesia

Minister of Trade

2. Sekietariat Jenderal Sekretaris Jenderal
Secretariate General Secretary General
1 Biro Perencanaan Kepala Bire Perencanaan

Planning Bureau

Head of Planning Bureau

2. | Bire kenangan Kepala Biro keuangan
Finance Bureau Head of Finance Bureau
3 | Bira Organisasi dan Kepegawaian Kepals Biro Organisasi  dan
Personnel and. Organization Bureau Kepegawaian
Head of Personnel and Organization
Bureau
4. | Biro Hukum Kepala Biro Hukum
Legal Affairs Bureau Head of Legal Affairs Bureau
5. | Biro Umum Kepala Biro Umum
General Affairs Bureau Head of General Affairs Bureat
6. | Bire Humas Kepala Biro Humas
Pubtie Relation Bureau Head of Public Relation Bureau
7 | Biro Advokasi Perdagangan Kepala Biro Advokasi Perdagangan
Trade Advocacy Buredi Head of Trade Advocacy Bureau
8. | Pusat Pendidikan dan  Pelatihan | Kepala Puasat Pendidikan dan
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NO. Nama Unit Kerja/Nomenklatur Nama Jabatan /Titulatur
Perdagangan Pelatilian Perdagangan
Trade Educationand Training Center Head of Trade Education and Training
Center
9. | Pusat Penanganan Isu Strategls Kepala  Pusat Penanganan [su
Strategic [ssues Center Strategis
Head of Strategic Issues Center
10. | Pusat Pengembangan Sumber Daya | Kepala Pusat Pengembangan Sumber
Kemetrelogian Daya Kemetrologian
Metrological — Resources  Development | Head of — Metmlogical Resources
Centre Development Centre
11. | Pusat Data dan Sistem Informas] Kepala Pusat Data dan Sistem
Data and Information System Center [nformasi
Head of Duta and Information System
Center
3 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam | Direktur  Jenderal Perdagangan
Neger Dalam Negeri
Directorate General (DG) of Domestic Trade Director General (DG) of Domestic
Trade
L. | Sekretariat Direktorat, Jenderal | Sekretaris Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri Perdagangan Dalam Negeri
Secretariate of Directorate General of | Secretary of Directorate General (DG)
Domestic Trade: af Domestic Trade
2. | Direktorat Bina Usaha dan Pelaku | Direktur Bina Usaha dan Pelaku
Distrilynsi Distribusi
Directorate of Business Development and | Directar of Business Developmerit and
Distribution Agents Distribiution Agents
3. | Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik | Direktur Sarvana Distribusi  dan
Directorate of Logistics and Distribution | Logistik
Facitities Director of Logistics and Distribution
Facilities
4, | Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan | Direktur Barang Kebutuhan Pokok
Barang Penting dan Barang Penting
Directorate of Stople: Food and Essential | Director of Staple Food and Essential
Goods Goods
5. | Direktorat Pengegunaan cdan Pemasaran | Direktur Penggunaan dan Pemasaran
Prodik Dalam Negeri Prodtik Dalam Negeri
Directorate of Damestic Product Use and | Directar of Domeéstic Praduct Use and
Marketing Murketing
4, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktur Jenderal Perdagangan Luar
Directorate General (DG) of Foreign Trade Negeri
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2017,

NO. Nama Unit Kerja/Nomenklatur Nama Jabatan /Titulatur
Director General (DG) of Foreign Trade

L. | Sekretariat Direktorat Jenderal | Sekretaris Direktorat Jenderal
Perdagangan Luar Negeri Perdagangan Luar Negeri
Secretanate Directorate General (DG) of | Secretary Directorate General (DG) of
Foreign Trade Foreign Trade

2. | Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan | Direktur Ekspor Produk Pertanian
Kehutanan dan Kehutanan
Directorate of Agriculture and Forestry | Director of Agriculfure and Foresfry
Products’ Export Products’ Export

3. | Direktorat Ekspor Produk Industri dan | Direktur Ekspor Produk Industri dan
Pertambangan Pertambanigan
Directorate of Industrial and Mining | Directar of Idustrial and Mining
Products’ Export Products’ Export

4. | Direktorat Iropor Direktur Impor
Directorate of Import Director of Import

5. | Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor
Directorate of BExport and  Import | Director -of Export and Import
Facilitation Fagilitation

G. | Direktorat Pengamanan Perdagangan DirekturPengamanan Perdagangan
Directorate of Trade Defense Director of Trade Defense

B Direktarat Jenderal Perundingan Perdagangan | Direktur  Jenderal — Perundingan

[nternasional

Directorate General (DG) -of ternational Trade

Perdagangan [nternasional
Director Gerieral (DG) of Iiterndational

Negatiation Trade Negotiation

L. | Sekretariat Direktorat Jenderal | Sekretaris Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan laternasiornal Perundingan Perdagangan
Secretariate of Directorate General of | Internasional

International Trade Negotiation

Secretary. of Directorate General of

International Trade Negotiation

2, | Direktorat Perundingan Multilateral Direktur Perundingan Multilateral
Directorate of Multilateral Negotiatiorn Director of Multilateral Negotiatiorn

3. | Direktorat Perundingan ASEAN Direktur Perundingan ASEAN
Directorate of ASEAN Negotiatior Director of ASEAN Negotiation

4, | Direktorat  Perundirigani  APEC  dan | Direktur Perundingan APEC dan
Organisasi [nternasional Organisasi Internasional
Directorate  of APEC and Other | Director of APEC and  Other
International Organization Negotiation Intermational Orgarization: Negotiation

S. | Direktorat Perundingan Bilateral Direktur Perundingan Bilateral
Direciorate of Bilateral Negotiation Directorof Bilateral Negotiatior:

6. | Direktorat Perundingan Perdagangan dan | Direktur Perundingan Perdagangarn

No.1183
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NO. Nama Unit Kerja/Nomenklatur Nama Jabatan /Titulatur
Jasa dan Jasa
Directorate of Trade and Services | Director of Trade and Seruices
Negotiation Negotiation
6. Direktorat Jenderal Pengembangan Eksper | Direktorat Jenderal Pengembangan
Nasgional Ekspor Nasional
Directarate General (DG) of Natiopal Expart | Directar General (DG) aof National
Deuvelopment Export Development
L. | Sekretariat Direktorat Jenderal | Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional Pengembangan Ekspor Nasional
Secretanate of Directorate General of | Secretary of Directorate General of
National Export Development National Export Development
2, | Direktorat Pengembangan Produk Ekspor | Direktur  Pengembangan — Produok
Directorate of Export Product Development | Ekspor
Director of Export Product
Development
3. | Direktorat Pengembangan Pasar dan | Direktur Pengembangan Pasar dan
Informasi Ekspor nformasi Ekspor
Directorate of Market Development and | Director of Muarket Development and
Export nformation Export Information
4, | Direktorat Kerjasama Pengembangan | Direktur Kerjasama Pengembarigan
Ekspor Ekspor
Directorate  of  Export  Development | Director of Export Development
Cooperation Cooperation
5, | Direktorat Pergeribangan Promosi dan | Direktur Pengembarigan Promosi dan
Citra Citra
Directorate of Fromolion and Images | Director of Promotion and Images
Development Development
6. | Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan | Kepala Balai Besar Pendidikan dan
Ekspor [ndenesia Pelatihan Ekspor Indonesia
Indonesia Export Education and Training | Head of mdonesia Export Education
Center and Training Center
7. Baclan Pengawas Perdagangan Berjangka | Kepala Badan Pengawas
Kemoditi Perdagangan Berjangka Komoditi
Commodity: Futures Trading Regulatory Agency | Head of Commodity Putures Trading
(CoFTRA) Regulaiory Agency (CoFTRA)
L, | Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan | Sekretaris Badan Pengawas
Berjangka Komoditi Perdagangan Berjangka Komoditi
Secretariaf of Commodity Futures Trading | Sekrefary of Commodity Futures
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NO. Nama Unit Kerja/Nomenklatur Nama Jabatan /Titulatur
Regulatory Agency (CoFTRA) Trading Regulatory Agency (COFTRA)
2. | Bito Peraturan Perundang - Undangan | Kepala Biro Peraturan Perundang -
dan Penindakan Undangan dan Penindakan
Legistation and Enforcement Bureau Head of Legistation and Enforcement
Bureau
3. | Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan | Kepala Birow Pengawasan Pasar
Fisik Berjangka dan Fisik
Futures and Physical Market Surveillance | Head of Putures and Physical Market
Bureau. Surveillance Buregu
4, | Bire Pembinaan dan Pengembangan Pasar | Kepala Brro Pembinaan dan
Market Assistance and Development | Pengembangan Pasar
Bureau Head -of Market Assistance and
Development Bureau
S. | Bire Pembinaan dan Pengawasan Sistemi | Kepala  Bire  Pembinaan  dan
Resi Gudang dan Pasar Lelang Kemoditas | Pengawasan Sistem Resi Gudang dan
Warehouse Receipt System and | Pasar Lelang Komoditas
Commuodity Auction Market Assistance and | Head of Warehouse Recept System
Surveillance Bureau and Commodity Auction Market
Assistance and Surveillance Buredu
8, Badan  Pengkajian dan  Pengembangan | Kepala Badan Pengkajian dan
Perdagangan Pengembangan Perdagangan

Trade Policy Analysis and Development Agency

Head. for Trade Policy Analysis and

Development Agency

L. | Sekretariat Badan  Pengkajian dan | Sekretarls Badan Pengkajian dan
Pengembarigan Perdagangsri Pengembangan Perdagangan
Secretariate of Trade Policy Analysis and | Secretary of Trade FPalicy Analysis
Development Agency and Development Agency

2. | Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam | Kepala Pusat Pengkajian Kepala
Negert kepala Pusat Perdagangan Dalam
Center for Domestic Trade Policy Negeri

Head for Center for Domestic Trade
Policy

3. | Pusat Pengkajiann Perdagangan Luar | Kepala Pusat Pengkajiar
Negeri Perdagangan Luar Negeri
Center for Foreign Trade Policy Analysis Head of Center for Foreign Trade

Policy Analysis
4, | Pusat Penglkejian Kerjasama Perdagangan | Kepala Pusat Perigkajian Kerjasama

Internasional

Center for nfernational Trade Cooperation

Perdagangan lnternasional
Head of Center for International Trade
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NO. Nama Unit Kerja/Nomenklatur Nama Jabatan /Titulatur
Policy Analysis Cooperation Policy Analysis
9. Direktarat Jenderal Perlindungan Kensumen | DmrekturJenderal Perlindungan

dan Tertil Niaga Konsumen dan Tertib Niaga

Directordate General of Consumer Protection and | Director — General — of  Consumer

Trade Order Protection and Trade Order

L. | Sekretariat Direktorat Jenderal | Sekretaris Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | Perlindungan Kensumen dan Tertil
Secretariate of Directorate General of | Niaga
Consumer Protection and Trade Order Secretary. of Directorate General of

Constumer Protection and Trade Order

2. | Direktorat Pemberdayaan Konsumen Direktorat Pemberdayaan Konsumen
Directorate of Consumer Empowerment Director of Consumer Empowerment

3. | Direktorat Standardisasi dan | Direktur Standardisasi dan
Pengendalian Muty Pengencalian Mutu
Directorate of Standardization: and Quality | Director of  Standardization.  and
Control Quality Control

4. | Direktorat Metrologi Direktur Metrologi
Directorate of Metrology Director of Metrology

5. | Direktorat Pengawasan Barang Beredar | Direktur Pengawasan Barang
dan Jasa Beredar dan Jasa
Directorate of  Circulating Goods ‘and | Director of  Circidating Goods and
Seruices” Surteillance Services' Surveillance

6. | Direktorat Tertil Niaga Direktur Tertil> Niaga
Directorate of Trade Order Director of Trade Order

10, | Inspektorat Jenderal [ngpektur Jenderal

Inspectorate General Inspector Generul

L. | Sekretariat Inspektorat Jenderal Sekretaris Inspektorat Jenderal
Secretariate of Inspectorate General Secretary of Inspectorate General

2. | Inspektrorat. | [ngpektur |
Inspectaraite I Inspector [

3. | luspektrorat [I [nspektur 1l
Inspectorate I Inspector II'

4. | lnspektrorat [11 Inspektur II1
Inspectorate IIT Inspector IIT

5, | Inspektrorat [V [ngpektur TV
Inspectordte IV Inspector IV
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Tabel IT nomor, kode unit kerja, singkatan unit kerja, dan singkatan
jabatan serta contoh penomoran naskah dinas.
NO NAMA TINIT KERJIA KODE UNIT SINGKATAN SINGKATAN NOMOR SITRAT
KERJA UNIT KERJA JABATAN
1 2 3 4 5 6
l. | Menteri Perdagangan M-DAG Kemencdlag Mencdlag o/ M-DAG/.../.../20Q...
I. | Sekretariat Jenderal SJ-DAG Setjen Sekjen o/ SI-DAG/... /-] 20...
Biro Perencanaan SU-DAG.1 Roren Ka. Roren L S8J-DAG 1., /... 20,
2. | Biro Organisasi dan 8J-DAG.2 Roganpeg Ka. Rogampeg L I8I-DAG2Y,.. /... /20...
Kepegawaian
3, | Biro Keuangan SJS-DAG.3 Roku Ka.Roku o/ 8I-DAG3/. .. /20,
4. | Biro Hukum SJ-DAG 4 Rokiim Ka,Rokum i f 8T-DAGA [ fri [ 20
5. | Biro Umum SJ-DAG.5 Ronum Ka.Romuam o /BJ-DAG.G/ .. /200,
6, | Biro Humas SSDAG.6 Humas Karo. Humas o/ 8I-DAG.G/... /... [20..,
7. | Biro Advokasi SJ-DAG.7 Rovodag Karo: Vodag il ST DBG T oo fores f 2
Perdagangan
8, | Pusat Pendidikan dan 8J-DAG.8 Pusdiklatdag Ka.Pusdiklatdag . /8J-DAG:8Y/,../.../20...
Pelatihan Perdagangan
9, Pusat Penanganan Isu SU-DAG.9 Puspitra Ka. Puspitra W fSI-DAGS/... ). f20...
Strategis
10. | Pusat Pengembangan SJ-DAG.10 | PPSDK Ka. PPSDK o/ ST-DAG.10/.../...]20..
Sumber Daya
Kemetrologian
11, | Pusat Data dan Sistem SJ-DAG, 11 PDSI Ka. FDSI W/ SI-DAGL I/, S /20,
Informasi
. | Direktorat Jenderal PDN Ditjen PDN Dirjen PDN .../PDN/.../...[20...
Perdagangan Dalam
Negeri
L. | Sekretariat Direktorat PDN 1 Set. Ditjen PDN Ses. Ditjen PDN fPDNLL foni] i f20
Jenideral Perdagangan
Dalam Negert
2. | Direktorat Bina Usaha PDN.2 Dit. Binuscis Dir. Binusdis «o/PDN.2/... /... /20...
dan Pelaku Distribuisi
3. | Direktorat Sarana PDN.3 Dit. Sardislog Dir., Sardislog o/ PDN3/f 020,
Distribusi dan Logistik
4, | Direktorat Barang PDN 4 Dit, Bapokting Dir, Bapokting .../PDNA4/,. . [...[20...
Kebutuhan Pokok dan
‘Barang Penting
5. | Direktorat Pengguinsan PDN.5 Dit. FFPDN Dir, PPPDN o/ PDNLS /i f . /20
dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri
V. | Direktorat Jenderal DAGLD Ditjen DAGLU Dirjen DAGLU o/ DAGLUY .. /... /20...
Perdagangan Luar Negeri
L. | Sekretariat Direktorat DAGLU. 1 Set. Ditjen Ses. Ditjen W /DAGLULL/ /0 /20
Jenderal Perdagangan DAGLU DAGLU
Luar Negeri
2. | Direktorat EksporProduk | DAGLI.2 Dit.Ekstanhut Dir, Tkstanlhut L JDAGLU2Y /. /20,
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NO. NAMA UNIT KERJA KODE UNIT SINGEKATAN SINGEATAN NOMOR SURAT
KERJA UNIT KERJA JABATAN
7 2 3 4 5 6
Pertanian dan Kehutalian
3. | Direktorat Ekspor Produk | DAGLLUL3 Dit. Eksprointam | Dir. Eksprointam | .../DAGLU.3/ ../« /20...
Industri dan
Pertambangan
Direktorat Impor DAGLLL4 Dit., Impor Dir. Impor .o/ DAGLU.4/ .. [ ./ 20...
Direktorat Fasilitasi DAGLILS Dit. Faseksim Dir. Faseksim .../DAGLU.5/.../ .../ 20...
Ekspor dan Impor
&, | Direktorat Pengamanan DAGLU.G Dit. PP Dir. FF o/ DAGLULG/ /0 /20,
Perdagangan
V. | Direktorat Jenderal PPL Ditjen PRI Dirjen PPL s PPLL S i f 205
Peruadingan Perdagangan
lnternasiofial
1, | Sekretariat Direktorat PPL Set. Ditjen PP Ses. Ditjern PPL o PPLLY /20
Jenideral Perundingan
Perdagangan
Internasional
2. | Direktorat Ferundingan FPL2 Dit, PM Dir. PM wof PPLE Y s o 205
Multilateral
3. | Direktorat Perundingai PPT.3 Dit. PA Dir, PA wif PPLS i v 280
ASEAN
4, Direktorat Perundingan PPLA4 Dit. PAOIL Dir. PAOL vy PP L oaif i PR
APEC dan Organisasi
Internasional
8. | Direktorat Perunclingan PPLE Dit. PB Dir, PB s PPLE sl B0 o
Bilateral
6. | Direktorat Perundingan PPT.6 Dit., PPJ Dir, PPJ o/ PPLG/ ] 20
Perdagangan dan Jasa
VI, | Direktorat Pengembangan | PEN Ditjen. PEN Dirjen, PEN /PEN/ ../../20...
Ekspor Nastonal
1, | Sekretatiat Direktorat PEN, 1 Set. Ditjeri PEN Ses, Ditjern PEN W PENLLY L2000,
Jenderal Perlindungan
Konsumien dan Tertib
Niaga
2. Direktorat pengembangan | PEN.2 Dit. P2E Dir, P2E .JPEN.2/.../.../20...
Produk Ekspor
3. | Direktorat Pengembangan | FEN.J Dit, PZIE Dit, P2IE W PENS /i f /2000,
Pasar dan [nformasi
Ekspor
4, | Direktorat Kerjasama PEN.4 Dit, KPE Dir, KPE W/ PENAL L0 20,0,
Pengembangan Eksper
5. | Direktorat Pengembangan | PEN.S Dit, P2C Dir, P2C W/PENLS/ /200,
Promosi dan Citra
VII. | Badan Pengawas BAPPELT] BAPPEBTI KA. BAPPEET] - [BAPEBBTI/...[ .../ 20...
Perdagangan Berjangka
Komoditi
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NO.

NAMA UNIT KERJA

KODE UNIT
KERJA

SINGEKATAN
UNIT KERJA

SINGEATAN
JABATAN

NOMOR SURAT

2

=Y
RS

4

5

&

Sekretariat Badan
Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi

BAPPEBTI. 1

Set. BAPPEBTI

Ses. BAPPEBT]

../BAPEBRTI.1/../.../20..

Biro Peratiuran Perundang
— Undangan dan
Penindakan

BAPPERTI 2

Rorundak

Karo: Rundak

-/BAPEBBTL2/, /../20...

Biro Pengawasan Pasar
Berjangka dan Fisik

BAPPEBTL.3

Rowaspaberfi

Karo, Waspaberfi

../BAPEBBTL.3/../../20...

Biro Pembinaarn dan

Pengembangan Pasar

BAPPEBTI.4

Ronabangsar

Karo, Nabangsar

..JBAPEBBTL4/..]../20...

/1

Biro Pembinaan ¢an
Pengawasan Sistemn Resi
Gudang'dan Pasar Lelang
Komoditas

BAPPEBTLS

Robinwas SRG
dan PLK

Karo. Binwas SRG
de1 PLK

./BAPEBBTL5/../../20...

Badan Pengkajian dan
Pengembangan

Perdagangan

BFPPFF

BPPPP

KA: BPFP

s BEPPY onf o 20

Sekretariat Badan
Perigkajisn dan
Pengembangarn

Perdagangan

BPPP.1

Set. BPPP

Ses. BPPP

/BPPE. L/, /. /20,

Pusat Pengkajian
Perdagangan Dalam
Negeri

BPPP.2

Puska. PN

Ka. Puska PON

<o/ BPPP2 ]/ .. [20.,

Pusat Pengkajian

Perdagangan Luat Negeri

BPPP.3

Puska. DAGLD

Ka. Puska DAGLU

-./BEPR3/...0.../20..

Pusat Pengkajian
Kerjasama Perdagangan
Internasional

BPPP.4

Puska, KPL

Ka. Puska KPI

../BPPPA4/.../.../20...

Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga

PRTN

Ditjen PKTN

Dirjen. PRTN

JPKINJ...[..]20...

Sekretatiat Direktorat
Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib

Niaga

PKTN.1

Set. Ditjen PETN

Ses. Ditjen PKTN

o PRTN. L] . ] 20,

Direlgtorat Pernberdayaan

Konsuimern

Dit. PK

Dir, PK

o/ PRTN.2/ o fronn )20,

(2]

Direktorat Standardisasi

dan Pengendalian Mutu

Dit, Standalitu

Dir, Stancdalitu

W/ PRTNGSY /0 f20.,

Direktorat Metrologi

PKTN.4

Dit, Met

Dir, Met

o/ PKTNA/ .../ /20,

Direltorat Pengawasan

Barang Beredar dan Jasa

PKTN.5

Dit, PEBJ

Dir, FBBJ

-/ PKTNLS/. o/ .../ 20...

Direktorat Tertib Niaga:

PKTN.6

Dit. TN

Dir. TN

oo/ PKIN:6 /... /e [ 20....
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NO. NAMA UNIT KERJA KODE UNIT SINGEKATAN SINGEATAN NOMOR SURAT
KERJA UNIT KERJA JABATAN
7 2 3 4 5 6
X. | lnspektorat Jenderal [J-DAG Itjen lrjen o JII-DAG/...[ ... f20...
L. | Sekretariat Inspekiarat 1J-DAG. | Set.Iten Ses. lgen TG T Joren Jror f 2
Jenderal
2, lospektorat I [J-DAG,2 11,1 1r,1 W 1J-DAG2/ ../ /20,
3. | Inspektorat II [J-DAG.3 12 2 <o JIJ-DAG3 /0 Jor 20,
4, | Inpektorat I [J-DAG.4 163 r.3 wfTIDAG A ] )20
5. | lospektorat IV [J-DAG.5 L4 Ir.d - J13-DAG.5].../ . [20...
XI. | Staf Ahli Menteri
Perdagangan
1. | StafALli Bidang SAM-PP - -
Pengamanan Pasar o SAM-PR L 200
2, | StafAhli Bidang SAM-F.J - -
. o) SAM-P3/,../ .../ 20,
Perdagangan Jasa
3. | StafAhli Bidang SAM-HI - -
L SAM-HI/ 20,
Hubungan Internasional
4. | Sral Ahli Bidang Tklim SAM-IUHAL | = -
Ugaha dan Hubungan L/ SAM-IITHALY .. /.../20.,
Antar Lembaga
C. Penggunaan Kertas, Amplop dan Tinta

Kertas, amplop, dan tinta merupakan media atan sarana surat menyurat

untuk nmierekani informasi dalam komunikasi kedinasar.

1. Kertas Surat

a. Penggunaan Kertas

1)

2)

3

Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS
minimal 70 gram, antara lain untuk kegiatan surat-
menyurat, penggandaan, dan dokumen pelaporan.

Pembuatan naskah dinas dari draft hingga nét yang
dibubuhi paraf tidak boleh menggunakan kertas bekas
dari draft
ditandatangani merupakan satu berkas arsip.

karena naskah dinas sampai dengan
Naskah dinas yang bernilai guna sekunder atan permanen,

harus menggunakan kertas dengan standar kertas
permanen:

a)  Gramatur minimal 70 gram/ m?

b) Ketahanan sebek minimal 350 mN

¢) Ketahanan lipat minimal 2,42 (metode schopper) atau

2,18 (metode MIT)
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d) pr pada rentang 7,5-10

€) Kandungan alkali kertas minimal 0,4 mol asam/kg

f) Daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa
minimal 5

Salah satu jenis kertas yang memenuhi standar seperti

yang disebutkan diatas adalah kertas congueror, concorde

yang dapat digunakan tntuk menyusun naskah dinas yang

sifatnya mengatur (Peraturan Menteri Perdagangan,

Keputusan Menteri Perdagangan, MoU; dil)

4] Kertas yang digunakan untuk naskah dinas ukurannya

disesuaikan dengan jenis naskah yang terdiri atas:

a) Naskah dinas arahan menggunakan kertas 4
berukuran 210 x 330 mm;

b) Naskal dinas korespondensi menggunakan kertas A4
yang berukuran 297 x 210 mm ( 8% x 11% inci);

¢) Naskah dinas khusus menggunakan kertas A4 yang
berukuran 297 x 210 mm ( 8% x 11% inci);

d) Laporan menggunakan kertas A4 yang berukuran
297 x 210 mm (8% x 11% inci); dan

€) Telaahan menggunakan kertas A4 yang berukuran
297 x 210 mm ( 8% x 11% inci).

Amplop
Amplop adalah sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama
untuk surat keluar lembaga. Ukuran, bentuk, dan warna sampul
yvang digunakan untuk surat-menyurat di lingkungan lembaga,
diatur sesuai dengan keperluan lembaga masing-masing dengan
mempertimbangkan efisiensi.
a. Ukuran
Ukuran amplop yang digunakan untuk pengiriman naskah
dinas disesuaikan dengan jenis, ukuran dan ketebalan naskah
dinas yang akan didistribusikan.
b. Warna
Amplop naskah dinas menggunakan kertas berwarna putih atau

coklat muda.
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c. Penulisan Pengirim dan Tujuan
Pada amplop harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat
tujuan. Alamat pengirim berupa lambang negara atau logo
lembaga, nama lemibaga atau jabatan, serta alamat lembaga,
sedangkan alamat tujuan naskah dinas ditulis lengkap dengan
nama jabatan atau lembaga dan alamat lembaga.

d. Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke dalam Sampul
Surat yang siap untuk dikirim dilipat sesuai ukuran amplop
dengan mempertemukan sudut-sudutnya agar lipatannya
lurus dan rapi dengan kepala surat mienghadap ke depan ke
arah penerima atan pembaca surat. Pada amplop yang
mempunyai jendela kertas kaca, kedudukan alamat tujuan pada

kepala surat harus tepat pada jendela amplop.
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Republlic [ndoness, Tambshan Lembsray Negara Repulille Indonesis,
Berita Negara Republik fndonssia. dan Tambatian 'Berim.:l‘iagﬁré Republiic
ndatingia,

Dalam penentuar) |arslcspasi, hendakiys diperhatileen sapele lceserasian,

estetifea: banvalmya 1s1 neskah dinas dengen memperhatifan ketentuan:

ebizgai berllu

L Jmak motass il van ieoadEisl aua spas)

2 Adilex judul lebih dar sabl bavis, jarak smters beris pertre. dengar
b osaitis adslat] LS pas

& Jarak masing-masing baris disesuaiican dengar keperlusi:

Ietg Hany Ulkearas Hatul

1 Jerus 'huarud vang digunalan padatiop nastsh dinas adetah FT Sans:
Masow.

2 lenw hul yang digunakan uniik sasksh dinassraban adaldh
InGedoman old stys 12

5 lents utll nasiah dnas lamoys megggtnalean, i arEl 12

Katfavpexiyarn‘bung.zadal-éh ksfa@g-;diiguﬁa‘kan;s&ﬁs’géﬁ tamdea: batwa telas:
mesily barkaniul éa&a halamar) beplluinya (jilca naskah (ebib Han sabil
haizmam_ Wata penyamburg ditulis pads-aichir setiap tiglaman pada bars:
teraléhl’ dsle d) suft Karian bewsh halsmen Hehgan Uputan Jeas
penyambutig dan ugs bush thlle Kaiz pemvambung 1ru dismb peras
sama dari kala pertenme helawsn befilutnys: Sike kates perfame. dari
halaman beelloatnys  mequiylle pasal aial diberl gans bawsh steul
dicstsle i, kel peryambiing Ugs Haris ditliskan samm Katm
peyaTibLE Hdak digatakat Utk pargarilisn bagian

‘CSonteh Fopmal Panulisan Kata Penyambung
Fada Halaman | Bans Faﬂng%aw\ah

Matliz o | « KataPenyamBung
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Kzt pertama pada halaman 2 bans: pdling amwas lan adalah media
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Penatilusn Batay/Plang Tepl,
Demi keserasizn dan kerapian (sstetikal' dalam  penyusunan naskah
stiriea, el 3yipaya’ lidale seliein peimigaen kertes digihekan Seears
penaty Dleh lmarena ttu. pertu ditetaplkan bates antara tep kertas dam
myaskaly, batk pads b=pi atds, kanan, bawall, melply pada t2pi lkdird
sehmgga terdgpat: ruang vang dibarian kos:ong Fenertuan ruang tep
dladllcar| Lerdasarkar| Weurar( yang bepdapal pada peralatan yang
digunatean uritale membuat naskak dinas, vatto:

L yuang f2d alag apabila ynznggunalan kop nesksh dinag, 2
spas dibawah kop, dan zpablls tanpa kop
mraskaly dings, sekurang-kiirangnys 2 cm dari
repr atas kerras;

Tuang bepl bawah,  vekurang kupangrya 2.5 con dard Fepi bawalt
leerras;

3 Tuang tep kit relurang kupangrya & cmctar Fepi ki leertas,

4  rusngtepilanan  selkuranghuramgnia 2 ent dard tepl Karan

e

Dalam pelabsamaaunyva. penertuan ruang tepr sepertl tersebul i atas
bevaffal Heksibel, dlsssiaitan denga] batiyals alall Hdaliga sl suabl
naskah dimas: Penentuan ruang tepi Mtermasuk juga jaral spasi dalam
paragral] handeinya memperhiatiian srpak inserasian dan sstatia.

Notnot Halainat),
Momor hdlaman naskdh dinas ditutls déngan menggunalan mormor urnat
angla Avall dar( dicantunilan Sears simetvie d fengaly atar dengdr
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membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali
halaman pertamia naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas

tidak perlu mencantumkan nemer halaman.

G. Tembusan
Tembusan surat dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang menunjukan

bahwa pihak tersebut perlu mengetaliui isi surat tersebut.

H. Lampiran
Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi
nomor urnat dengan angka Arab. Nomor halaman lampiran merupakan

nomer lanjutan dari halaman sebelumnya.

L Penggunaan Logo Lembaga atau Lambang Negara
Lambang negara, logo, dan cap dinas digunakan dalam tata naskah dinas
sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resnii.
Untuk memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan tata naskah
dinas di seluruh jajaran aparatur pemerintah, perlu ditentukan
penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas pada kertas surat dan

amplop.

1. Penggunaan Lambang Negara
Ketentuan penggunaan Lambang Negara untuk Tata Naskah Dinas
adalah sebagai berikut:
a. Lambang Negara digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai
tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi.
b. Lambang MNegara digunakan pada naskah dinas yang
ditandatangani sendiri oleh:
1) Presiden dan Wakil Presiden;
2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat;
3) Ketuna, Wakil Ketua,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4) Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada
Mahkamah Agung, serta ketna, wakil ketua, dan hakim

pada semua badan peradilan;
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6) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah
Konstitusi;

7) Ketua; Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa
Keuangan;

8) Menteri, Wakil Menteri, jabatan setingkat menteri, dan
wakil jabatan setingkat menteri;

9) Kepala lembaga pemerintah non kementerian;

10) Ketna dan anggota lembaga non struktural (pejabat negara
lainnya yang ditentukan oleh undang-undang);

11) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang
berkedudukan sebagai Duta Besar Lunar Biasa dan
Berkuasa Penuh;

12) Gubernur dan Wakil Gubernur; dan

13) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

c. Lambang Negara dapat digunakan pada naskah dinas yang
ditandatangani oleh pejabat yang bertindak atas nama pejabat
vang diwakilinya.

d. Lambang negara ditempatkan pada bagian atas kepala surat

secara simetris pada naskal dinas.

2. Penggunaan Logo

a. Logo Kementerian Perdagangan adalahh tanda pengenal atau
identitas berupa simbol atau huruf yang digunakan dalam Tata
Naskah Dinas sebagai identitas Kementerian Perdagangan agar
publik Iebih mudah mengenalnya.

b. Logo digunakan olelh pejabat Dberwenang selain Menteri
Perdagangan.

c. Logo ditempatkan di sebelah kiri kepala surat pada naskah
dinas.

3. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerja Sama
a. Dalam kerjasama yang dilakukan antarpemerintah (G to G),
menggunakan map naskah dinas dengan lambang negara.
b. Tata letak logo dalam perjanjian Kerja sama sektoral, haik antar
kementerian (di dalam negeri), logo yang dimiliki lembaga

masing-masing diletakkan di atas map naskah perjanjian.
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J.  Pengaturan Paraf Naskah Dinas dan Penggunaan Cap
1. Pengaturan Paraf Dinas
a. Pembubuhan Paraf Secara Hierarkhis.

1) mnaskah dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yvang
berwenang konsepnya harus diparaf terlebih dahulu
minimal eleh dua pejabat pada dua jenjang jabatan
struktural dibawalinya;

2) mnaskah dinas yang konsepnya dibuat olehi pejabat yang
akan menandatangani mnaskah dinas tersebut tidak
memerlukan paraf;

3) mnaskah dinas yang kensepnya terdiri dari beberapa lembar,
harus diparaf terlebih dahulu pada setiap lembar naskah
dinas oleh pejabat pada dua jenjang jabatan struktural
dibawahnya; dan

4) letak pembubuhan paraf diatur sebagai berikut:

a) untuk paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah
pejabat penanda tangan naskah dinas berada di
sebelah kanan atau setelah mnama  jabatan
penandatangarn;

b) unntuk paraf pejabat yang berada doa tingkat di bawah
pejabat penandatangan naskah dinas berada di
sebelah kiri atau sebelum nama  jabatan
penandatangan; dan

¢) untuk paraf pejabat yang berada tiga tingkat disebelah
paraf pejabat yang di atasnya.

b. Pembubuhan Paraf pada lembar kontrol.
Naskali dinas yang materinya saling berkaitan dan memerlukan
koordinasi antar unit kerja maka pejabat yang berwenang dari
unit terkait ikut serta membubuhkan paraf pada kolom paraf

koordinasi.

www.peraturan.go.id



99 2017, No.1183

Contoh Format Bentuk Koloin Parafl Koordinasi:

KOLOM PARAF KOORDINASI UNTUK ESELON 1
PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS JENDERAL

INSPEKTUR JENDERAL

DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
KA. BPPP

KA. BAPPEBTI

STAF AHLI BIDANG....

KOLOM PARAF KOORDINASI UNTUK ESELON IT
PARAF KOORDINASI

KARO HUKUM

KARO UMUM

KARO PERENCANAAN

KARO KEUANGAN

KARO HUMAS

2. Penggunaan kop naskah dinas/kop surat

a. Pengertian kop naskah dinas
Kop naskah dinas adalah bagian teratas pada bagian lembaran
surat. Kop surat terdiri darl logo Kementerian Perdagangan dan
alamat unit kerja.

b. Fungsi kop naskah dinas
Fungsi kop naskah dinas adalah mewakili identitas lembaga
sebagai pedoman pekerjaan, sebagai alat pengingat, karena surat
ini dapat dijadikan arsip bagi instansi, sebagai bukt
perkembangan suatu instansi atau lembaga, sebagai alat bukt,

terutama surat perjaijian, dan lain-lain.
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¢: Kop Naskah Dinas

1) Contol kop gaskall dinas unit Eselon 1 Kemertferien
Perdagangan,
SEKRETARIAT JENDERAL

SEKRETARIAT JENDERAL
L ML T ke 5 L VD29
TH AP127526A0 A ESE A B EAU
Fax: D3Y 441 151

INSPEKTORAT JENDERAL

Uskan WL Rigwine BadeiNo & Lsis 10110
Tel Q1435883 £ 1580
P OR1-3455504

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAMNEGERI
datam M idwen Raizho 2 Jaams i1

Tel 024, 2352650 AMLARKDIRY QF1.IRABT] Exl 24970 2001
Fae 104385123

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

DIREKTORAT JENDERAL PERBAGANGAN LUAR NEGERI
Ty Na 1 Biiboa) Ribly MAE Jankery 11440

Tol 42422528508 120 LRGN R34 ST 1enr 250 S50

Lax 023 DEZET0
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DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN
INTERNASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNATIONAL
a1 Fldocan R s 18510

Tel 021 30528600 Exe Y60

Fax 07255210

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

Jalan W1, Rirwze Ralw Ne S Jakarta 10110
Tl V2121528620 02035810 Ext ST
Fx 2% 23526650

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
TERTIB NIAGA

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

Jatan. M1, Ridwan Rais No.b Jikarts 10710
Tel, 021-3461862 3HEFTT! Exr 1225
Fax 021-3256205.

BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

Jain: W1 Rufwsn Ras Nof Jakara 01D
Tt 624-23523530, 0213858 171 Ext. 39200
Fao 02123520690

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
ik Kt RayANG 172 3karta 0430

Tel B29.21822300
Fax 020 M4zzd2

www.peraturan.go.id
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Bagi unit kerja (Unit Eselon II) yang memiliki lokasi
berbeda dengan Unit Eselon I, dapat menggunakan kop
surat dan alamat uonit kerja inasing-masing dengan
terlebil dahulu mencantumkan nomenklatur unit Esélon 1.

contolx:

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERDAGANGAN

SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERDAGANGAN

Jalan. Abdul Walraty-No, 8 Cinangka Sawengan, Depok
Tel. 0217423225, 0247422570, 0217422554
Fax. 0217422570, 0247422554

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEMETROLOGIAN

SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEMETROLOGIAN

Jdatan Dasng Muhammed Ardiwinata km 34 Cihzojuang, Bandung
Tel. 022-5611054, 022-6510863
Fan 022-6611083

DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU

T DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
PERDAGANGA DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU

AT WOESD
Jalan. Raya Bogor Ki 26 Ciracas, Jakarta Tifmm

Tal, 021871032412

Fax: 0218710478

DIREKTORAT METROLOGI

— DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
PERDACANGAN DIREKTORAT METROLOGI
=L Jalan. Pastsr No. 27 Bandung

Tel, 0224203595, 0224232930
Fax 0224207025

Khusus untuk unit kerja (Unit Layanan Pengadaan, Unit
Pelaksana Teknis, dan Akademi Metrologi) vang dibentuk
dilnar Peraturan Menteri Perdagangan nomor 08/M-
DAG/PER/02/2016 tentang Organisasi dan Tata Ketja
Kementerian Perdagangan, menggunakan kop mnaskah
dinas sebagai berikut:

www.peraturan.go.id
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UNIT LAYANAN PENGADAAN

KEMENTERIA}
FERDAGANGAN

RS RS

SEKRETARIAT JENDERAL
UNIT LAYANAN PENGADAAN

Jalan ML Ridwan Rais No'8 Jakarts 10110

Tel, 021-3866212
Fax, 0213312018

2017, No.1183

BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN EKSPOR INDONESIA

KEMENTERIAN
PERDALANGAN

T SO

DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

BALAIBESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN EKSPOR INDONESIA

Jaten Letjen S, Parman No. 112, Brogal, Jakarta
Tah. (21-5856725, 021-5863309. D21-5674229 Exi 138, 143
Fax. 0215866728, 10245663308

BALAI PEDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGUJI MUTU BARANG

KEMENTERIAN
PERDAGANGA!

SERRETARLAT JEMOERAL

PUSAT PENDIDIKANDAN-PELATIHAN PERDAGANGAN

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGUJI MUTU BARANG

Jalsn Abdul Wahab Ne. 8 Cinangla. Sawangan, Depak
Tel. 021-7428520
Fax, 021-7426920

AKADEMI METROLOGI

KEMENTERIAN
PERTAGANGA

SEKRETARIAT JENDERAL

AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI
Jalan Dasng W ¢t & W 3.4 Cihanjuang, Bantiung

Tel 0226611064, 6226610853

Fax 0228611053

BALAI PENGUJIAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR,

PERLENGKAPANNYA

IRERTOAT FEwl INLITINIAN T KSUMEN TiAN TERTIE NIRGA
OREKTORAT MIETROLOO!

BALAIPENGUJIAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Jnian Fasteur No. &F Bandung
Tal 0222203587
Fan, (224203487

TIMBANG DAN

www.peraturan.go.id
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BALAI PENGELOLAAN STANDAR NASIONAL STANDAR SATUAN
UKURAN

DURERTEHAFOERLINTLINGAYN MONTHMFEN DIAN FFRTE NRES

X DREXTORAT METIOLOGH

S BALAIPENGELOLAAN STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN
Jalan Pesteur N, 47 Barlung

Ter N22-4203567

Fax (22457

BSML Regional |

0 FEXTORAT B TR AL TR UNT:AN ME SUNENTHAN TERTH HIEA
DIREATORAT METROLOG!

BALAISTANDARDISASIMETROLOG! LEGAL REGIONAL |
Jalem, Bunga Tarompol Ne, 100 &, Kol. Sempaketa, Koe. Meda Selnyung, Moda
;:Jl mm 05/-3389803, 05777825299

BSML Regional 11

DMREXTARATENDERAL PERLINDUNGAN RONEUIMEN DAN TERTENIASY
f's.:?f:"f& [IREKTURAT MIZROLIDI

T BALAISTANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL ||

Jalan, Ring Rasd Selatan, Tamen Tirs Kasihan, Bantul, Tamantido, Kasihes, Bentul Dazesh tetimens Yogyskarta
Tal CUT4-44958D, (Q74-44B9583, L274AIETHEY

Fme 07745688613

BSML Regional 111

DIREKTORAT JENUERAL PERUINDINGAN KONBUMEMN CAY TERTIB NIASA
DIREKTGRATMETROLOG! )

BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL I
dadan A Yanl kmi21 RT. 04 RV 02 Landassn ilin Banjmbsi, Banjsimesin

Tel 06114707833 05114707633, 056114707054

Fax 0511 4707538

BSML Regional [V
TIREKTORAT VENTERAL FERUINIUMEAN KON SUMEN TAN TER TE NIAGA
OIREXTERAT METRELDG!

BALAISTANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL IV
~alan, Tumanlring Raye, Sungaumingss, Kb, Gows

el 04118211667, 011887077, 0414380325

Fax, (411580328

www.peraturan.go.id
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BALAI PENGUJIAN MUTU BARANG

HIRLKTRIAT BN AN KTNLSTINEH TYAN TEsTit NIRGA
NREKTORAT STANDARDISAS! DAN PENDENIALIANMLTLI

BALAIPENGUJIAN MUTU BARANG
Jutim Rays Bogor KM 25 Clrscas. Jakarta Timur

ot 021:8703821

Fax, 0218710477

BALAI KALIBRASI
DIRERTARAT PERLINOUNGAH RINSUMER DAN TERTIE HIAGA
DREXTORAT STANDARGISAS] DAN PENGENDALIANMITV

BALA| KALIBRASI

Jul=n Raya Bogoe KM ZE Clracas, JaKaria Timiir
Ted. 0235705960

Fax, 021671034

BALAI SERTIFIKAS]

INRERTORAT PERLINCUNGAN KUNSUIAEN OAN TERTIR NG
DIREKTORATSTANDARDISAS| TIAN PENGENDALIAN MUTU

Bl | BALAISERTIFIKASI

Jaiun Ruyn Bogor KM 26 Ciincan. Jakurts Timur
T, 0246703860
Fap 0214710320

4] Untuk organisasi/lembaga non struktural di lingkungan
Kementerian Perdagangan yaitu, Kemite Anti Dumping
Indenesia (KADI) dan Kemite Pengamenan Perdagangan
Indonesia (KPPl) menggunakan kop surat sebagai berikut:

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

tithime $24 Ridweim Raiv Vo 5, Bedonp Lol 5, Jdetr 1114
Tel €21 2651539 0273841060
Fam 02430508541

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

I 01 Rt Rt Mo S Gisstiang | Larstts 5, Likcaesy 10V
Tel V21 JW577%
Fax, M2t ANE73

www.peraturan.go.id
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Penggunaan Cap Dinas

&

Pengertian Cap
Cap dinas adalah alat untuk membuat rekaman tanda atau simbol
suatu lembaga. Cap dinas digunakan untuk pengabsahan naskah

dinas. Cap dinas dibagi menjadi dua, yaiti:

1) Cap Jabatan

2)

Cap jabatan adalah cap yang memuat nama jabatan yang
digunakan sebagai tanda keabsahan naskah dinas oleh pejabat
Kementerian Perdagangan.

Cap Lembaga

Cap lembaga adalah cap yang memuat nama Kementerian
Perdagangan atau unit masing-masing yang digunakan sebagai

tanda keabsahan naskal dinas.

. Setiap nnit eselon 1 di lingkungan Kementerian Perdagangan wajib

memiliki cap jabatan dan cap lembaga/unit.

. Bentuk Cap Dinas

Bentuk dan spesifikasi cap Kementerian Perdagangan adalah
sebagai berikut:
1) Cap Dinas Menteri Perdagangan
Cap dinas Menteri Perdagangan, menggunakan tinta
herwarna ungu dengan ukuran diameter sebagai berikut:
Bentuik bundar, terdiri atas dua lingkaran dengan jari-jari
R1 = 35 mm, dan R2 = 24 mm. Tebal garis lingkaran R1 =+
0,8 mm dan R2 = + 0,8 mm.
> RI=35
o - 1g_> —

Gambar 1. contoh cap dinas Menteri Perdagangan

2) Cap Jabatan dan Cap Lembaga/Unit Eselon |
Cap Jabatan dan Cap Lembaga/Unit Eselon I,
menggunakan tinta berwarna wungu dengan ukuran
diameter sebagai berikut:
Bentuk bundar, terdiri atas dua lingkaran dengan jari-jari
R1 = 35 mm, dann R2 = 24 mm. Tebal garis lingkaran R1 =+

0,8 mm dan R2 = + 0,8 mim.

www.peraturan.go.id
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Bentuk bundar, terdiri atas tiga lingkaran dengan jari-jari R1

mun, R2 = 385 mini, dan R3 = 25 mm. Tebal garis lingkaran R1 =

mm dan R2 = R3 =+ 0,2 nun,

e ;:e__ﬁ R1=37mm
'_1"- T ! > R2=35mm
i £ L] ’n'l
3!! ‘ " R3=25mm
i
i
]
L\ /J
N & J
W e e
Wy e
TV

CGambar 1. contoh Cap Jabatan

3)

yang ditandatangani langsung oleh pejabat

bersangkutan,
yang ditandatangani oleh selain pejabat Eselon I.

Contoh cap jabatan dan cap lembaga/ unit

= 37
+ 0,8

Penggunaan Cap Jabatan dan Cap Lembaga/Unit Eselon T
Cap jabatan Eselen I hanya digunakan nntuk naskah dinas

yang

Cap lembaga (Unit Eselon 1) digunakan untuk naskal dinas

Cap Dinas Jabatan

Cap Dinas Instansi

MENTERI PERDAGANGAN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

e —
e =

P 5
Iv‘ ) n o
.- L

SEKRETARIAT JENDERAL

e
e
MTE |j‘- '

e
»‘.""" L s .'-"‘.L =

Pfr_ = gy =

1 Gl ;

p\s" S-BEE-N 1—P-l ~
lkl..LJ DER-E= 3“,-4 ]
N 'L-,~ a

\| i == |
\ | 5~L DAAER}Y =
i
A ¥
Il “s -L\. P ,‘-""‘l ‘."l Il. e = _a'/ ’
SO v — - s
R, " 4
- _— '.'_:t_____: -
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INSPEKTORAT JENDERAL
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- Cap dinas yang digunakan untuk naskah dinas bagi unit kerja

(Unit Layanan Pengadaan,

Unit

Pelaksana Teknis,

dan

Akademi Metrologi) yang dibentuk diluar Peraturan Menteri

Perdagangan
Organisasi

nomor

dan Tata Kerja

08/M-DAG/PER/02/2016
Perdagangan,

Kementerian

tentang

menggunakan cap lembaga (unit kerja) masing-masing.

contoh sebagai berikait:

UNIT LAYANAN PENGADAAN
FUE | T ?‘g. —:-‘T' o]
e TG | W
Y | Y
2'.“ SAICEE A “

| BRI S LT LY 7
'Ilq'lt" | il ._L 1A kJ)L_,] f‘,
L ¥ -~ ||
VNERAL/

W\

BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN

[ (=aims

- 5 [ShY
%

£ (e T OE 12 A 1T
Pl T AT
- ,
T PTTEN
i et )
i “
i - - ~
iR{ AT E NDJ
A : ey
“ NERALSFA F
1 . A b5
T i y

AKADEMI METROLOGI DAN

INSTRUMENTASI
e —— N
K BT BT ERsed
e . —— ‘:':-_
JFE. DerrT Ty Sy
':J 4 ‘I"

BALAI PENGUJIAN ALAT-ALAT UKUR,
TAKAR, TIMBANG DAN
PERLENGKAPANNYA

=
AP N TE g |
_‘H'F: S Yen Ney: Y

a
el i TN
» P
b\ P
.
- o
LN e — >
- .
R S

BALAI PENGELOL AAN STANDAR

NASIONAL SATUAN UKURAN
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- Untuk cap dinas Komite Anti Dumping Indonesia (KADI)

dan Komniite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI)

adalaly sebagai berikut:
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN
— INDONESIA
EE T T = w1 e e R e
L T T |
ul"\ rl “- - \\, I !
M DilR % IS ;
fRAEELLE L K fREPURILYKS
HOAISTE 2 T | haS ] 17 =} il g 4
LFOSREF ) | [ ese s ]
l|I 4 5 = ?l o Jll 5 'l \ - ' =< ,{
' y k £ i In" l“. Fa ! Ilf
b . — _’J/ ' "\.__ / 'l
‘1.; ‘v':“ e Wty -~

Penggunaan cap dinas untuk Naskah Dinas Sangat Rahasia

cap dinas yang digunakan untuk mnaskah dinas yang
membutuhkan tingkat pengamanan tinggi (naskah dinas sangat
rahasia) sebaiknya menggunakan cap yang dicetak timbul
(emboss) tanpa menggunakan tinta dengan maksud untuk
menghindari penyalahgunaan pemakaian.

Kewenangan Penyimpanan dan Penggunaan cap dinas Untuk

Naskah Dinas

Penyimpanan dan penggunaan cap dinas untuk paskah dinas

menjadi kewenangan pimpinan Unit Eselon [ masing-masing:

Pimpinan Unit Eselon | masing-masing menunjuk:

1) pejabat/petugas di lingkungan Sekretariat Unit Eselon T;

2) pejabat/petugas di lingkungan Unit Eselon II bagi Umnit
Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, Unit Eselon IT
teknis, dan Unit Eselon III teknis yang berlokasi di loar
kantor pusat,

untuk menyimpan dan mengamankan penggunaan cap dinas

serta  bertanggung jawal terhadap penyvimpanan dan

penigamanan penggunaan cap dinas dimaksud.

www.peraturan.go.id
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Perubahar, Pencabutarn, Pembatalan dan Ralat Naskah Dinas

Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat naskah dinas dapat
dilakukan dengan syarat harus jelas menunjukkan naskah dinas atau
bagian mana dari naskah dinas tersebilit yang diadakan perubahan,

pencabutan, pembatalan, dan/atau ralat.

1. Pengertian

a. Perubalian
Perubahan adalah mengubah bagian tertentu dari naskah dinas
yang dinyatakan dengan lembar perubalian.

b. Pencabutan
Pencabutan adalah mencabut naskah dinas tertentu karena
bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan
perundang-undangan yang lebili tinggi, kKhusus, atan naskah
dinas yang baru ditetapkan.

¢. Pembatalan
Pembatalan adalah menyatakan bahwa seluruh materi naskah
dinas tidak diberlakukan lagi melalui suatu pernyataan
pembatalan dalam naskah dinas yang baru.

d. Ralat
Ralat adalah perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian
materi naskah dinas melalui pernyataan ralat dalam naskah

dinas yang baru.

2. Tata Cara Perubahan, Pericabutan, Pembatalan, dan Ralat

a. Naskah dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah, dicabut,
atau dibatalkan, harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan
naskah dinas yang setingkat atau lebih tinggi.

b. Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan
pembatalan adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas
fersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.

c. Ralat yang Dbersifat kekelirnan kecil, seperti salali ketik,

dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas.

www.peraturan.go.id
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BAB IV
PENGAMANAN NASKAH DINAS

A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas

Kategori klasifikasi keamanan untuk naskah dinas, terdiri atas:

1. Sangat rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan
informasinya diketahni oleh pihak yang tidak berhak dapat
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan keselaniatan negara;

2. Rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional,
ketertiban unmum, termasuk terhadap ekonomi makro. Apabila
informasi yang terdapat dalam maskah dinas bersifat sensitif baik
bagi lembaga maupun perorangan akan menimbulkan kertigian yang
serins terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya
kepercayaan; serta merusak kemitraan dan reputasi;

3. Terbatas adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya
diketahui olehh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan fingsi dan tugas lembaga, seperti
kerugian finansial yang signifikan; dan

4. Blasa/Terbuka adalalli naskah dinas yang apabila fisik dan
informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun

terhadap keamanan negara.

Penentuan keempat tingkat klasifikasi keamanan tersebut disesuaikan
dengan kepentingan dan substansi naskah dinas. Di suatu lembaga,
dimungkinkan untuk membuat paling sedikit 2 (dua) tingkat/derajat
klasifikasi naskah dinas.

Hak akses naskah dinas:

1. Naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas
hak akses diberikan kepada pimpinan tertinggi lembaga dan yang
setingkat dibawalinya apabila sudah diberikan izin, pengawas

internal, pengawas eksternal, dan penegak hukum; dan

www.peraturan.go.id
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2. Naskah dinas berklasifikasi biasa/terbuka, hak akses diberikan

kepada semua tingkat pejabat dan staf vang berkepentingan.

B. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan
dan Akses
1. Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses
Perlakuan naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan
akses, diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah
kiri atas naskah dinas serta penggunaan amplop rangkap dua untuk
naskal dinas yang sangat rahasia dan rahasia. Untuk kode derajat
klasifikasi:
a. Naskah dinas Sangat Rahasia diberikan kode ‘SR’ dengan
menggunakan tinta warna meraly;
b. Naskah dinas Rahasia diberikan kode ‘R’ dengan menggunakar
tinta warna merah;
¢. Naskah dinas Terbatas diberikan kode ‘T” dengan menggunakan
tinta hitam; dai
d: Naskalh dinas Biasa/Terbuka diberikan kode ‘B’ dengan
menggunakan tinta hitam.

2.  Pemberian Nomer Seri Pengaman dan Security Printing
Security printing adalah percetakan yang Dberhubuingan dengan
pengamanan tingkat tinggi pada mnaskah, dengan tojuan untuk
mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan terhadap
keautentikan dan keterpercayaan mnaskah dinas. Security printing
menggunakan metode-metode teknis sebagai berikut:
a. Kertas Khusus
Kertas yang dipakai sebagai pengamanan memiliki nomor seri
pengaman yang letaknya diatur secara tersendiri dan hanya
diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Penggunaan kertas ini
harus berurutan sesuai dengan nomor serinya sehingga

memudahkan pelacakan.
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b. Watermarks

Gambar 3. Watermarks

Watermarks adalah gambar dikenali atau pola pada kertas yang
muncul lebih terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang
harus dilihat dengan cahaya dari belakang kertas, karena

variasi kerapatan kertas.

c. Rosettes

Gambar 4. Rosettes

Rosettes adalah suatu teknik security printing yang berbentuk
garis-garis melengkung tidak terputus dan menempati suatu
area tertentu. Biasanya menyerupai bunga.

Guilloche adalah suatu teknik security printing yang terdiri dari
garis-garis melengkung tidak terputus yang menempati suatu
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area terbatas yang terbuat sedemikian rupa
membentuk suatu ornanien border yang indah.

¢.  Filter Image

Gambar 6. Filter Image
Filter image adalah suatu teknik security printing yang hanya
dapat terlihat bila filter viewer ini dipasang pada permukaan

cetak, dan tanpa alat pembaca ini, text tidak dapat terbaca.

f.  Anticopy
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Gambar 7. Anticopy
Anticopy adalah suatu teknik security printing dengan garis atau
raster pada area tertentu dan tersembunyi hanya akan nampak

apabila dokunmen ini difotocopi.

g Microtext

Gambar 8. Microtext

Microtext adalalh suatu teknik security printing yang nieniakai
clemen pengaman yang tersembunyi terdiri dari teks dengan
ukuran sangat kecil sehingga secara kasat mata akan tampak
seperti suatu garis. Perlu Dbantuan lensa pembesar tintuk

melihat teks ini.
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b,  Line Width Modulation

Gambar 9. Line Width Modulation

Line width modutation adalah suatu teknik Secupity printing vang
terbentuk dari susunan garis yang mengalami penchalan pada
garis-gans desain lurns maupun lengkungan pada area
tertentu,

Gambar 10, Relief Motif

Relief motif adalah suatu teknik security printing yang dibentuk
dengen’ pembengkokan pada arcal tertentu schingga akan
memimbulkan image scolali-olah desain relief (motil) terkesan
bomlaal,
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3. dnvisible Tk

Gambar L1. Invisible fak

Dwisible Ink adalah suatn telmik secwrity printing yang berupa
aplikasi teks, gambar maupun logo yang dicerak dengan rota
sekuriti khusus untuk pengamanan. Tinta tersebut harya akan
tampal apabila diameti dibawah sinar ultra violet,

3. Pembuatan dan Pengawasan Naskah Tinas yaug Bersifat Rahasin
Pembuatan dan pengawasan nowicr séri pengamean dan pencetakan
pengamanan naskah dinas dilakukan oleh unit kerja yang secara
fungsional mempunyai fugas dan fungsi berkaitan dengan
ketatausahasn. Pembuatan nomor seri pengamart ‘dar pencetakar
‘pengamanan dikoordinasikan dengan lembags telnis terkait,

Untuk penmomoran surat yang membutohkan pengaménan tinggi,
diperlukan penulisem kode khists yang tidak murdsah btm_tuk dungat
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BABV
KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Penggunaan Garis Kewenangan

Pimpinan lembaga Wbertanggung jawabh atas segala kegiatan yang
dilakuikan di dalam organisasi atau lembaganya. Tanggung jawab tersebut
tidak dapat dilimpahkan atau diserahikan kepada seseorang yang bukan
pejabat berwenang. Garis kewenangan digunakan jika surat dinas
ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pendelegasian dari pejabat

yang berwenang,

Penandatanganan

Penandatanganan surat dinas yang menggunakan garis kewenangan

dapat dilaksanakan dengan menggunakan empat cara.

1. Atas Nama (a.n.)
Atas nama yang disingkat (an.) diguanakan jika pejabat yang
menandatangani surat dinas telah diberi kuasa olelr pejabat yang
bertanggung jawab, bérdasarkan bidang tigas dan tanggung jawab
pejabat yang bersangkutan. Tanggung jawab tetap berada pada
pejabat yang memberikan mandat dan pejabat yang menerima
mandat harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang
memberikan mandat.
Susunan penandatanganan atas nama (a.n.) pejabat lain yaitu nama
jabatan pejabat vang berwenang ditulis lengkap dengan huruf kapital
pada setiap awal kata, didahului dengan singkatan a.n.

Contoh Format Atas Namza;

a.n. Menteri Perdagangan

Sekretaris Jenderal,

2. Untuk Beliau (u.b.)
Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika yang diberikan
kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di
bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas
nama(a.n.). Pemberian mandat ini mengikuti urutan sampai dua

tingkat struktural di bawahnya. Tanggung jawab tetap berada pada

www.peraturan.go.id



2017, No.1183 _190-

pejabat yang memberi mandat dan pejabat yang menerima nrandat
harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang memberi
mandat.

Contoh Format Untuk Beliau:

a.n. Menteri Perdagangan
Sekretaris Jenderal,
a.b.

Kepala Biro Umum

3. Pelaksana Tugas (PIt.)

Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas, yang disingkat

(P1t.), adalah sebagai berikut:

a. Pelaksana tugas (Plt.) digunakan apabila pejabat yang
berwenang menandatangani naskah dinas belum ditetapkan
karena menunggli ketentuian bidang kepegawaian lebih lanjut.

b. Wewenang Plt. bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang
definitif ditetapkan.

¢. Pl bertanggung jawab atas naskah dinas vang
ditandatanganinya.

Contoh Format Pelaksana Tugas:

Plt. Kepala Biro Umui
Tanda tangan

Nama lengkap

4. Pelaksana Harian (Plh.)

Ketentuan penandatanganan pelaksana  harian, yang disingkat

(Pl.); adalah sebagai berikut:

a. Pelaksana harian (Plh.) digunakan apabila pejabat yang
berwenang menandatangani naskah dinas tidak berada
ditempat sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan
sehari-hari perlu ada pejabat sementara yang menggantikannya.

b. Wewenang Plh. bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang
definitif kembali di tempat.

c. Plh mempertanggungjawabkarn naskah dinas vang
ditandatanganinya kepada pejabat definitif.
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Contoh Format Pelaksana Harian:

Plh. Kepala Biro Untam,
Tanda Tangan

Nama Lenglkap

C. Kewenarngan Penandatanganan
1. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskal
dinas antar lembaga yang bersifar kebijakan/keputusan /arahan
berada pada pejabat pimpinan tertinggi lembaga.
2. Kewenangan mnatuk melaksanakan dan rn_enjandatangani naskah
dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputinsan/aralian dapat
dilimpalikan kepada pimpinan lembaga di setiap tingkat eselon atau

pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatanganioya.
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BAB- VI
PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Pengaturan tentang pengendalian naskah dinas merupakan tahapan lanjutan
dari penciptaan naskalh dinas. Pengendalian naskah dinas harus diikuti
dengan tindakan yang meliputi tahiapan sebagai berikut:
A. Naskah Dinas Masuk
1. Naskah dinas masuk adalah semua naskah dinas yang diterima dari
orang atau lembaga lain. Prinsip penanganan naskah dinas masuk:

a. Penerimaan naskah dinas masuk dipusatkan di unit kearsipan
atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan.

b. Penerimaan naskah dinas dianggap sah apabila diterima oleh
petugas atan pihak yang berhak menerima di unit kearsipan.

c. Naskalh dinas masuk yang disampaikan langsung kepada
pejabat atau staf unit pengolah harus diregistrasikan di unit
kearsipan.

2. Pengendalian maskah dinas masuk dilaksanakan melalui tahapan
sebagai berikut:

a. Penerimaan
Naskah dinas masuk yang diterima dalam sampul tertutup
dikelompokkan berdasarkan katégori Klasifikasi keanianan:
sangat rahasia (SR), rahasia (R), terbatas (T), biasa (B).

b. Pencatatan
1) Naskah dinas masuk yang diterima dari petugas

penerimaan yang telah dikelompokkan berdasarkan
kategori klasifikasi keamanan,

2) Pengendalian naskah dinas dilakukan dengan registrasi
naskah dinas pada sarana pengendaliann naskah dinas.
Registrasi naskah dinas meliputi:

a) Nomor urut.

b) Tanggal penerimaar.

¢) Tanggal dan nomor naskah dinas.
d) Asal naskah dinas.

€) Isiringkas naskah dinas.

fy  Unit kerja yang dituju.

g) Keterangan.
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3) Sarana pengendalian naskah dinas antara lain dapat

berupa:
a) Buku Agenda Naskah Dinas Masuk.
b) Kartu kendali.
¢) Takah.
d) Agenda Elektrenik.
¢. Pengarahan

1) Pengarahan naskah dinas masunk dengan kategori sangat
rahasia, rahasia, dan terbatas disampaikan langsung
kepada unit pengolah yang dituju.

2) DPengarahan naskah dinas masuk dengan kategori
biasa/terbuka dilakukan dengan membuka, membaca dan
memahami keseliruhan isi dan maksud naskah dinas
untuk  mengetahui  unit pengolal yang akan
menindaklanjuti naskah dinas tersehut.

d. Penyampaian

1) Naskah dinas masuk disampaikan kepada unit pengolah
sesuai dengan arahan dengan bukti penyampaian naskah
dinas.

2) Bukti penyampaian paskah dinas masuk memuat
informasi tentang:

a) Nomor uriit pencatatan.

b) Tanggal dan nemor naskah dinas.

¢) Asal naskah dinas.

d) Isiringkas naskah dinas.

e) Unit kerja yang dituju.

fy  Waktu penerimaan.

g) Tandatangan dan nama penerima di umnit pengolah.

3) Bentuk bukti penyampaian naskah dinas dapat berupa:
a) Buku ekspedisi.

b) Lembar tanda terima penyampaian,

B. Naskah Dinas Keluar
1. Naskah dinas keluar adalali semua naskah dinas yang dikirim ke
orang atau lembaga lain. Prinsip pengendalian naskah dinas keluar:
a. Pengiriman naskah dinas keluar dipusatkan dan diregistrasi di

unit kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi
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kesekretariatan termasuk naskah dinas vang dikirimkan

langsung oleh pejabat atau staf unit pengolah.

b. Sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan terhadap
kelengkapan naskah dinas, meliputi:

1) Nomor naskah dinas;

2) Cap dinas;

3) Tandatangamn;

4 Alamat yang dituju; dan

5) Lampiran (jika ada).

2. Pengendalian naskal dinas keluar dilaksanakan melaltui tahapan
sebagai berikut:
a. Pencatatan

1) Naskah dinas keluar yang dikirim harus diregistrasi pada
sarana pengendalian naskah dinas keloar.

2) Pengendalian naskah dinas keluar dilakukan dengan
registrasi naskah dinas pada sarana pengendalian naskah
dinas kelnar. Informasi sarana pengendalian naskah dinas
keluar meliputi:

a) Nomor urtit.

b) Tanggal pengirimman.

¢) ‘Tanggal dan nomor naskah dinas.
d) Tujuan naskah dinas.

e) Isiringkas naskah dinas.

fy Keterangan.

3) Sarana pengendalian naskah dinas keluar antara lain
dapat berupa:

a) DBuku Agenda Naskah Dinas Keluar.
b) Karta kendali.
c) Takah.
d) Agenda Elektronik.
b. Penggandaan

1) Penggandaan naskah dinas adalah kegiatan
memperbanyak naskal dinas dengan sarana reproduksi
yang tersedia sesuai dengan kebutuhan.

2) Penggandaan naskah dinas dilakukan setelah naskah dinas
keluar ditandatangani oleh pejabat yang berhak.
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3) Penggandaan naskah dinas keluar yang kategori
Klasifikasi keamanannya sangat rahasia, rahasia, dan
terbatas harus diawasi secara ketat.

Pengiriman

1) Naskah dinas keluar yang akan dikirimkan oleh wmnit
pengelalh  dimasukkan ke dalam amplop dengan
mencantumkan alamat lengkap dan nomor naskah dinas
sesual dengan kategori Kklasifikasi keamanan: Sangat
Rahasia (SR); Rahasia (R), Terbatas (T), dan Biasa (B)-

2) Khusus untuk naskah dinas dengan kategori klasifikasi
keamanan Sangat Rahasia(SR), Rahasia (R), dan Terbatas
(T) dimasukkan ke dalam amplep kedua dengan hanya
mencantumkan alamat yang ditiju dan pembubuhan cap
dinas.

3) Untuk mempercepat proses tindak lanjut mnaskah dinas
dapat dikirimkan secara kluisus dengan menambahkan
tanda ‘u.p’ (untok perhatian) diikuti nama jabatan yang
menindaklanjuti dibawah nama jabatan yang dituju.

Penyimpanan

1) Kegiatan pengelolaan mnaskah dinas keluar harus
didokumentasikan oleh unit pengelah dan unit kearsipan
yang berupa sarana pengendalian naskah dinas dan
pertinggal naskah dinas keluar.

2) Pertinggal naskah dinas keluar yang disimpan merupakan
naskali dinas asli yang diparaf olel pejabat sesuai dengan
jenjang kewenanganiiya.

3) Penyimpanan pertinggal naskah dinas keluar diberkaskan
menjadi satu kesatuan dengan naskah dinas masuk yang

memiliki informasi atan subyek yang sama.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
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